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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 34 ayat 1, dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada Pasal 3 ayat 2 yang
menyatakan setiap rencana kegiatan usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam
kriteria wajib AMDAL maka wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), maka untuk memenuhi ketentuan tersebut
Pemrakarsa dalam kegiatan usahanya akan menyusun UKL-UPL. Hal ini dilakukan sebagai
bukti kepatuhan terhadap peraturan dibidang lingkungan serta kepedulian terhadap
pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan

(Sustainable Development ) berwawasan kelestarian linakunaan hidup.

Dalam penyusunan dokumen ini, Pemrakarsa telah berusaha untuk menyampaikan
beberapa informasi dan data-data berkaitan dengan kegiatan pembangunan SPAM
Kabupaten Indragiri Hilir serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam usaha
mengendalikan dampak yang diperkirakan timbul akibat adanya kegiatan tersebut.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan dengan pengelolaan dan pemantauan SPAM Kabupaten Indragiri Hilir.
Untuk kesempurnaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ini dengan senang hati kami menerima saran dan

pendapat dari semua pihak.

Tembilahan, Januari 2021

Perumda Tirta Indragiri

Kabupaten Indragiri Hilir.

Ir. Ahmad Hafiz
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN LINGKUNGAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tzhun 2018&:11!::2:
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elcktronik, untuk dan atas nama Menten,

Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan lzin Lingkungan
yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Perusahaan Unm Daerah (Perumda) PERUMDA TIRTA
INDRAGIRI
Nomor Induk Berusaha ¢ 1218000200898
Penanggung Jawab Proyek ' AHMAD HAFIZ
Lokasi Yang Dimchon
a. Alamat 1 Jalen Pendidikan RT.006 RW.002
b. Desa/Kelurahan . Pulaupalas
¢. Kecamatan ¢ Tembilahan Hulu
d. Kabupaten/Kota ¢ Kab. Indragiri Hilir
. Provinsi : Riau
f. Luas Lahan ;o 5082 M2
Kode/Nama KBLI : 36001/ PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN
PENYALURAN AIR MINUM

Izin Lingkungan ini telah memenubi komitroen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang
disampaikan oleh Bupati Kab. Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya,

Diterbitkan tanggal : 11 Februan 2021 Oleh ; Bupati Kab, Indragiri Hilir

Dokieman ini diteebithan melalus Sistem 053 azas dasar data dart pelaku waba. Kebvrarcn don beahsabon atay data vany, ditampilton dolon
dokwmen ini dan dota yung rersivepan dalam Sisteni OSS menpadi 1yung jaweh pelak uoiba seponshnig

Dicetak tanpgal : 11 Februari 2021

Digindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik, untuk dan atas nama Menter,
Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga 0SS menerbitkan Izin Lingkungan
yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Perusahazn Umum Daerah (Perumda) PERUMDA TIRTA
INDRAGIRI
Nomor [nduk Berusaha 1 1218000200898
Penanggung Jawab Proyek ' AHMAD HAFIZ
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat ¢ Jalan Gerilya
b. Desa/Kelurahan ¢ Tembilahan Hulu
¢. Kecamatan : Tembilahan Hulu
d. Kabupaten/Kota ¢ Kab. Indragiri Hilir
e. Provinsi ¢ Riau
f. Luas Lahan ¢ 3000 M?
Kode/Nama KBLI ¢ 36001 / PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN
PENYALURAN AIR MINUM

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang
disampaikan oleh Bupati Kab. Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Kepulusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan schaguimana mestinya.

Diterbitkan tanggal ¢ 11 Februari 2021 Oleh : Bupati Kab. Indragiri Hilir

Dobumen int diterhitkan melahe Sistem 58 ates dosar it dard pelaku usaka, Kebenaean dan keabsahan wias Jore vany ditampithan
dokunten i dun Jaid yang ersimpan datam Sstem 0SS menfadi ton g, '
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Dicetak tangpal : 11 Februari 2021

Dipindal dengan CamScanner



Nomor
Lampiran
Hal

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Veteran Nomor 11 Telp/Fax.(0768) 23769 Tembilahan

Tembilahan, 1 Februari 2021

Kepada Yth.

" Direktur Perumda Tirta [ndragiri
Persctujuan Rekomendasi Di -
Izin Lingkungan Perumda

Tirta Indragiri

Léo [DLHK-TL/\y|

Tembilahan

Menindaklanjuti surat Direktur Perumda Tirta Indragiri Nomor:
11.A/Perumda.TI/A3/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, penh.alv
Permohonan Rekomendasi Izin Lingkungan Perumda Tirta Indragiri
yang diterima tanggal 09 Februari 2021. Kegiatan pengembap_grm'
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perumda Tirta Indragiri .df
Kecamatan Tembilahan Hulu dan Tembilahan Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan berita acara rapat koordinasi
pemeriksaan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)
dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) Perumda Tirta
Indragiri Nomor : 01/BA UKL-UPL/TL/I11/2021 Tanggal 11 Februari
2021, kegiatan dinyatakan layak secara lingkungan dan dapat
diberikan Rekomendasi Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : Perumda Tirta Indragiri

2. Penanggung Jawab : Ir. Ahmad Hafiz

3. Jabatan : Direktur

4. Alamat Kantor + Jl. M. Boya Nomor 07 Tembilahan,

Kabupaten Indragiri Hlir.

Jenis Usaha/Kegiatan : Penjernihan dan Penyaluran Air
Minum

.U‘I

6. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tembilahan Hulu dan
Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragini Hilir, Provinsi Riau.

Rencana Kegiatan pengembangan  SPAM Perumda Tirta
Indragiri di Kecamatan Tembilahan Hulu dan !{t‘C-ll“'it'—l;I
tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Rinubd';i;
melakukan kegiatan wajib mentaati seluruh  ketentuan ‘k o
termaktiub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkun 1‘;n H" e
|U_KL] dan Upaya Pemantauan Lingkungan I-{idup‘(UPL‘Ll’t lc.ipp.
I;/.m 1’«-.rl:‘ndqu,un dan Pengelolaan Lin_;z,kunq.m Hidup \..Temlh!{l
Penpgelolaan Limbah B3 unwuk Penyimpanan Limbah B3, Yol txn

Dipindai dengan CamScanner



Rencana  Kegintan pengembangan . SPAM Perumda  Tirta
Indragiri  di Kecamatan  Tembilahan  Huly  dan  Kecamatan
Tembilnhan Kabupnten  Indragiri Hilir, Provinsi Riau  wajib
melnksanakan Penpelolnan Lingkungan yaity :

1. Mengatur akses dan Inju kenedarann kelokasi kegintan sehinpga
tidak mengganggu aras lidu lintas dilokasi kegintan:

2, Menpatur  freluensi  dan wakin pengangkitan  serta
pembatasan lonasc kendaraan dengan  kelas jalan  sequai
dengan peraturan perundang-undangan;

3.  Melakukan pemasangan rambu lalu lintas disepanjang jalan
yang mcnunjukan adanya aktifitas pengangkutan, hongkar
muat alat, pipa dan material serta menyiapkan petuzas
pengatur lalu lintas pada jalur jalan vang dilalui kendaraan:

4. Memasang rambu-rambu di jembatan intake agar tidak terjadi
kecelakaan disungai.

5. Melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat kegiatan
pcmasangan pipa.

6. Memprioritaskan tenaga Kerja lokal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

7. Penyediaan APD, Penerapan K3 bagi tenaga kerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; '

8. Melakukan pengelolaan dan pemantuan lingkungan sesuai
dokumen UKL-UPL Perumda Tirta Indragiri dan peraturan
perundang-undangan;

9. Melakukan pencegahan  dan/atau penanggulangan
pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan atau
kegiatan yang dilakukan,;

10. Menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian
pencemaran udara yang telah dilakukan kepada instansi
terkait;

11. Melakukan penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi
pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan vang
tidak terduga lainnya;

12. Melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

13. Pengelolaan limbah B3 akan diserahkan kepada pihak ketiga
vang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;

14. Mencrapkan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan
limbah;

15. Wajib memberikan akses kepada Pejabat  Pengawas
Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesual
dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74
Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

16. Dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi Kewajiban
melakukan pengelolaan dampak  sebagaimana tercantum
dalam dokumen lingkungan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan  dari Surat  Persetujuan  Rekomendast  lzin
Linglkungan ini.

Dipindal dangan CamScanner




persetujuan  Rekomendasi [zin Lingkungan Kegiatan

;‘)(‘l‘ll:f‘ml?""!:a’m SPAM  Perumda Tirta Indragiri di Kecamatan
Tembilahan Hulu dan Keeamatan tembilihan K;mupntt:n Indragiri
1hilir, Provinsi Rinu menjadi neunn bagi penanggungiawab kegiatan
danlam menjalankan kegintnnnyi denpnn r:-?:nb |mrpr,rinm:m.pnrla

perpfuran perundang-undangan yang bierlakan,

penpelolnan  dan pemantauan dampalk  lingkungan  yang
dihamllkan dilaporkan secara berkala kepada Dinas L:rw:cuﬁc:;sr.
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dan instansi-
instansi yang terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap %

bulan (semester) terhitung scjak tanggal diterbitkannya surat
rekomendasi ini.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  yang wajib dilakukan oleh
penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan
sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima
kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KEBERSIHAN
KABUBATEN INDRAGIRI HILIR

Ir. ANTO, MT

.l
PembinaAUtama Muda
Nip. 19650101 199300 1 014

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Indragiri Hilir;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;

3. Camat Tembilahan

4. Camat Tembilahan Hulu.

Dipindai dengan CamScannar
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & CV. Bina Lestari Consultant
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

BB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dengan jalan memanfaatkan dan
mengelola sumber daya alam yang dimiliki, namun disisi lain,
pembangunan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan vyang berakibat terjadinya perubahan lingkungan
biofisika, lingkungan sosial ekonomi dan lingkungan budaya.

Pembangunan Optimalisasi SPAM PERUMDA TIRTA INDRAGIRI
untuk pengambilan Air Baku Di Desa Pulau Palas Kecamatan
Tembilahan Hulu dan peremajaan Pipa Induk Jaringan Distrik Utama
(JDU) Di Kec. Tembilahan Hulu dan Kec. Tembilahan juga
merupakan salah satu program nasional di daerah, yang berkaitan
dengan penyediaan tempat prasarana untuk menyalurkan air bersih
kerumah masyrakat. Penyediaan prasarana ini khususnya di
Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu telah ditangani secara
serius dan nyata melalui program-program yang dibiayai oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui dana Program

NUWSP merupakan bagian dari kerangka National Urban Water

BAB 1 Pendahuluan Hal.1 -1



Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & CV. Bina Lestari Consultant
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Supply (NUWAS). Program NUWSP adalah kolaborasi Pemerintah
Indonesia dengan Bank Dunia dalam upaya pemenuhan akses
universal layanan air minum, khususnya di wilayah perkotaan.

Perlu disadari makin meningkatnya kebutuhan air di Kabupaten
Indragiri Hilir akan memberikan konsekuensi logis timbulnya
dampak (perubahan) terhadap lingkungan, oleh karena itu
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir  berusaha selalu
mengedepankan masalah lingkungan di segala kegiatan
pembangunannya.

Pada dasarnya setiap usaha atau kegiatan menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup vyang perlu dianalisa sejak awal
perencanaannya sampai pada saat operasional usaha atau kegiatan,
sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan
dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin, untuk pencegahan
kerusakan lingkungan.Untuk mencapai target cakupan pelayanan air
minum sesuai dengan yang dirancangkan dalam RPIIJM 2015 - 2019
tersebut dilakukan upaya diantanaya adalah dengan melakukan
peningkatan cakupan pelayanan melalui pembangunan peningkatan
infrastrukur air minum skala Kabupaten/Kota serta peningkatan
cakupan pelayanan melalui pembangunan SPAM.

Pengembangan SPAM kabupaten adalah sejalan dengan peraturan

dan perundangan yang ada yaitu UU Nomor 11 tahun 1974 tentang

BAB 1 Pendahuluan Hal.1 - 2



Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & CV. Bina Lestari Consultant
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

pengairan, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah  Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Kini keberadaan air bersih dan sehat untuk keperluan sehari-hari
dan air minum yang dapat dikonsumsi untuk kelangsungan hidup
masyarakat menjadi barang berharga dan semakin memerlukan
perhatian khusus dari semua pihak yang terkait baik dari
Pemerintahan maupun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Diharapkan agar masyarakat tidak lagi kekurangan air bersih dan
dapat dipergunakan dengan baik untuk keperluan sehari-hari dan
untuk keperluan rumah tangga.

Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan SPAM Tirta Indragiri
kabupaten Indragiri Hilir akan dilakukan secara bertahap meliputi
tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Pada setiap
tahap kegiatan diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan hidup, baik berupa dampak positif maupun dampak
negatif.

Dalam upaya mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan
oleh Pembangunan SPAM Tirta Indragiri kabupaten Indragiri Hilir

serta sarana pendukungnya, maka perlu dilakukan studi Upaya

BAB 1 Pendahuluan Hal.1 - 3



Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & CV. Bina Lestari Consultant
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-
UPL) Pembangunan SPAM Tirta Indragiri kabupaten Indragiri Hilir
sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL). Dengan studi UKL-UPL ini diharapkan
nantinya dapat digunakan sebagai Acuan bagi Rencana
Pembangunan SPAM Tirta Indragiri kabupaten Indragiri Hilir serta
sarana Pendukungnya agar Berwawasan Lingkungan.

Penyusunan kajian lingkungan Pembangunan SPAM Tirta Indragiri
kabupaten Indragiri Hilir beserta prasarana dan sarana penunjang
lainnya tentunya memerlukan analisa dampak lingkungan yang akan
terjadi baik berupa dampak negatif maupun dampak positif
terhadap lingkungan hidup, sehingga sejak tahap awal perlu
dipersiapkan penanggulangan dampak yang mungkin akan terjadi.
Untuk proses tersebut, pelaksanaan rencana kegiatan yang
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diperlukan suatu
studi mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan untuk
rencana kegiatan yang tidak mempunyai dampak

penting dilakukan studi UKL-UPL. Setiap kegiatan, termasuk
kegiatan sarana akan menimbulkan dampak, baik dampak negatif

maupun dampak positif terhadap lingkungan akibat dari persiapan

BAB 1 Pendahuluan Hal.1 - 4



Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & CV. Bina Lestari Consultant
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

kegiatan, seperti mobilisasi dan demobilisasi peralatan, konstruksi
dan pasca konstruksi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai
dengan ketetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), UKL-UPL dan Ijin Lingkungan yang dijabarkan dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang
jenis-jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang di dalam
lampiran keputusannya dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan
Pembangunan SPAM Tirta Indragiri kabupaten Indragiri Hilir
merupakan jenis pembangunan yang wajib dilengkapi dengan
dokumen lingkungan berupa studi UKL-UPL.

Secara teknis penyusunan dokumen ini didasarkan pada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Lampiran
IV tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

(Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL)

BAB 1 Pendahuluan Hal.1 -5



Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & CV. Bina Lestari Consultant
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1.2 IDENTITAS PEMRAKARSA
Idenitas pemrakarsa kegiatan pembangunan Optimalisasi
SPAM PERUMDA TIRTA INDRAGIRI beserta fasilitas pendukung,

adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PERUMDA TIRTA INDRAGIRI

Penangggung Jawab : I, AHMAD HAFIZ

Jabatan : Direktur

Alamat Kantor : J.M.BOYA NO.07

Lokasi Kegiatan :Kec. Tembilahan Hulu dan Kec.
Tembilahan

No. Telephone/Fax : 0768-21083

Email : pdamtirtaindragiri07 @gmail.com
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1.3 IDENTITAS PENYUSUN

v Nama Penyusun : CV. BINA LESTARI CONSULTANT
v Nama Penyusun : JI. Kelapa No.12
Wonorejo,Pekanbaru
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RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

2.1 RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

» Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pekerjaan Pembangunan SPAM Tirta Indragiri, Kabupaten
Indragiri Hilir.

» Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan SPAM
Kabupaten Indragiri Hilir berada di pulau palas dan kota
Tembilahan.

» Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Dalam rencana kegiatan pembangunan SPAM Kabupaten
Indragiri  Hilir Provinsi Riau akan dilakukan pekerjaan
pembangunan intake, pengolahan air, bangunan penunjang

dan jaringan pipa, Shipon, Gudang Tawas.

Pembangunan Rumah Pompa (2 Unit) 40 m2 & 30 m2

Pembangunan Intake 1 unit ( Panjang 57 m)
Pengolahan Air Bersih (IPA) 50 L/s

Pipa Transmisi 300 m

Pipa Distribusi Utama 7500 m

Shipon 24 Lokasi

L 9
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Gudang Tawas 96 m2
Bangunan labor kimia Booster parit 7 48 m2
Bangunan 4 unit Rumah operator 75 m2 (perunit)

» Kesesuaian Dengan Tata Ruang
Menurut RTRW Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi pulau palas
diperuntukan untuk SPAM Tirta Indragiri.

» Uraian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan SPAM Kabupaten
Indragiri Hilir yang berada di pulau palas dan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dilakukan melalui
beberapa tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Tahap Pra Konstruksi

a) Penyusunan Study Kelayakan dan Perencanaan
Langkah awal sebelum adanya pembangunan perlu dilakukan
kegiatan penyusunan studi kelayakan dan DED terhadap
kegiatan Pembangunan SPAM Kabupaten Indragiri Hilir.
Kegiatan studi kelayakan menjadi sangat penting dalam
rencana sebuah kegiatan karena akan menentukan aspek
teknis dan ekonomis serta lingkungan dari sebuah kegiatan.
Oleh karena itu perlu dilakukan survei pendahuluan berupa

pemeriksaan/penelitian tanah dan kontur tanah sehingga tidak
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berdampak negatif dikemudian hari setelah adanya
pembangunan. Kegiatan perencanaan selanjutnya meliputi
DED terkait kegiatan Pembangunan SPAM Kabupaten Indragiri
Hilir meliputi perhitungan kebutuhan air, perhitungan struktur,
perhitungan kapasitas produksi dan perhitungan jaringan pipa
dan assesories.

2.1.2 Tahap Konstruksi

a) Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan persiapan yaitu meliputi :
e Rekrutmen Tenaga Kerja
Tenaga kerja ini dapat berasal dari luar daerah maupun

dari sekitar kegiatan proyek sesuai dengan keahlian yang

dibutuhkan.

No Posisi Jumlah Spesifikasi
1 Manajer proyek 1 S1
2 Manager tapak/insinyur 2 S1
3 Keuangan 1 D3
4 Tenaga adminitrasi 2 STM
5 Logistik 4 SMK
6 Sopir 4 SMK
7 Mandor 4 SMK
8 Tehnisi pelaksana 8 STM
9 Tenaga Pendukung 80 SD

(buruh)
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Pekerjaan pengukuran dan pasang patok.

Sebelum dilakukan pembangunan, maka perlu dilakukan
pengukuran terlebih dahulu guna mengetahui besaran
volume item pekerjaan dan elevasi daerah pekerjaan.
Pekerjaan pengukuran menjadi sangat penting dalam
rencana sebuah kegiatan karena akan menentukan aspek
teknis dan ekonomis dari sebuah kegiatan. Kegiatan
selanjutnya meliputi perencanaan alur kerja yang termuat
dalam metodologi kerja, tata letak patok dan
pendukungnya.

Pembuatan gudang dan base camp.

Setelah adanya mobilisasi pekerja, maka perlu membuat
gudang dan base camp guna menampung pekerja dan
bahan material. Pembuatan dan pengoperasian base camp
dan gudang dimaksudkan sebagai pusat pengaturan
pekerjaan, tempat tinggal sementara para pekerja dan
petugas lapangan serta tempat menyimpan material
selama pekerjaan berlangsung, selain itu juga sebagai

tempat pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam
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melaksanakan pekerjaan. Bangunan Dbersifat semi
permanen karena hanya digunakan selama pekerjaan
berlangsung saja.
e Mobilisasi peralatan dan perlengkapan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, baik dalam pekerjaan
persiapan, maupun pekerjaan Pembangunan SPAM
diperlukan sejumlah peralatan seperti excavator, bulldozer,
truck crane, dan peralatan lain yang digunakan merupakan
milik kontraktor pelaksana. Selain alat berat tersebut
digunakan juga peralatan-peralatan bangunan lainnya,
seperti : garu, cangkul, sekop, pompa air, pipa,
perlengkapan K3 dan lain-lain.

Alat dan material konstruksi yang akan didatangkan

sebagaimana tabel.

Tabel Alat-alat yang didatangkan.

No Jenis peralatan Jumlah (unit)

Hand stamper 2

Excavator

Dump Trucks

Concrete Mixer

Travo Loss

Concrete Vibrator

N O |~ WIN |
RN RIDN DN

PE Bust Fussion
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8 Submergible Pump 4
9 Plunger Pump 4
10 Vertical Multistage 4
Pump
11 Chain Block 4
12 Tripod 4
13 Genset 4
14 Hand Grinding 4

Tabel . Material yang didatangkan

No Jenis material Volume
1 Pasir 200 m3
2 Semen 120 sak
3 Batu 120 m3
4 Besi 4000 kg
5 Pipa HDPE 7000 m

Pekerjaan Pembersihan

Kegiatan pembersih lahan dimaksudkan untuk
memudahkan proses pekerjaan. Pembersihan dilakukan
terhadap bahan/material yang dapat mengganggu dan
tidak diinginkan seperti rerumputan dan pepohonan/kayu
pada jalur yang nantinya akan dilewati oleh alat berat dan
lokasi rencana SPAM. Pekerjaan ini meliputi pembabatan
pohon/semak yang tumbuh dan pembersihan Ilahan

sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan lancar tanpa
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terhambat oleh adanya tumbuh-tumbuhan.

b) Pekerjaan Galian/Pengerukan

Pekerjaan galian/pengerukan tanah diperuntukan untuk

pekerjaan IPA, Reservoar, dan jaringan pipa beserta bangunan

pelengkapnya.

Penggalian dengan menggunakan excavator.

Pekerjaan SPAM

Pelaksanaan kegiatan pembangunan SPAM Kabupaten Indragiri

Hilir dintaranya adalah kegiatan:

Intalasi Water Intake

Instalasi water intake yang akan dibangun 2 buah dengan
masing-masing debit ambil 80 Itr/dt..

Bangunan Water Treatment (IPA)

Fasilitas water teratment yang dibangun adalah bak-bak
untuk flokulasi/koagulan, pengendap (sedimentasi),
penyaring (pasir), desinfektan (hipochlorite), alum dan
alkali dengan kapasitas 50 L/d

Jaringan Pipa Transmisi

Jaringan pipa transmisi merupakan jaringan pipa dari water

intake ke bangunan water treatment dan reservoar. Pada
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sistim pengolahan air bersih jaringan pipa transmisi
sepanjang 300 m dengan pipa stell berdiameter 300 mm.

e Jaringan Pipa Distribusi Utama

Jaringan pipa distribusi merupakan jaringan pipa dari
reservoar ke konsumen. Pada sistim pengolahan air bersih
jaringan pipa distribusi untuk melayani kota Tembilahan.
Jaringan ini menggunakan pipa HDPE diameter pipa 355
mm

e Pekerjaan Jembatan Pipa

Yang dimaksud dengan jembatan ini adalah bangunan
penyangga jaringan pipa distribusi yang melintasi sungai.
Pada sistim pengolahan air bersih terdapat bangunan
jembatan pipa 4 buah.

e Konstruksi Bangunan pompa

Konstruksi bangunan pompa rencananya dibangun 2 unit
memiliki luas 40 m2 dan 30 m2.
e Pekerjaan Shipon
Pekerjaan Shipon rencana akan 24 lokasi .
e Konstruksi Bangunan Gudang Tawas
Konstruksi bangunan pompa rencananya dibangun 1 unit

memiliki luas 96 m2
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e Konstruksi Bangunan Labor Kimia Booster Parit 7
Konstruksi bangunan Labor Kimia Booster Parit 7 dibangun 1
unit memiliki luas 48 m2
e Konstruksi Bangunan 4 Unit Rumah Operator
Konstruksi bangunan 4 Unit Rumah Operator rencananya
dibangun 4 unit memiliki 1 unit luas nya 75 m2
2.1.3 Tahap Pasca Konstruksi/Operasi
a) Demobilisasi peralatan dan perlengkapan.
Setelah kegiatan pembangunan SPAM selesai dilaksanakan,
maka peralatan dan alat-alat berat dilakukan demobilisasi oleh
pihak kontraktor.
b) Pembongkaran base camp dan pembersihan
Setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan dan pekerja
demobilisasi maka base camp dibongkar dan dilakukan
pembersihan dan perapian lokasi sehingga tidak mengganggu

estetika di sekitar lingkungan lokasi pekerjaan.

c) Operasi SPAM

e Pengambilan Air Baku

Pengambilan air baku dari sumber sungai indragiri

menggunakan 2 buah pompa dengan kapasitas 80 Itr/dt.
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Air baku dialirkan ke instalasi pengolahan air (IPA) untuk
proses pengolahan.

e Pengolahan Air Baku Menjadi Air Bersih

Tahapan pengolahan air baku menjadi air bersih
sebagaimana diagram alir berikut:

Penambahan Koagulan (1)

Koagulan berfungsi untuk mengikat kotoran dan partikel
tersuspensi di dalam air. Alum (aluminium sulfat) dan
bahan kimia lain di tambahkan ke air untuk membentuk
gumpalan yang disebut "floc" yang menarik kotoran.
Kombinasi berat kotoran dan alum (floc) menjadi berat dan
cukup untuk mengendap dibawah.

Sedimentasi (2)

Floc akan mengendap di bawah dan air yang bersih
mengalir ke bak penyaringan.

Penyaringan (3)

Air melalui saringan (filters) yang dibuat dari lapisan-
lapisan pasir, kerikil dan arang membantu menyaring
partikel yang lebih kecil.

Desinfektan (4)
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Sedikit chlorine ditambahkan atau metode lain disinfectan
untuk membunuh bakteri atau mikroorganisime yang ada
di air. Selanjutnya ke dalam air ditambahkan kalsium untuk
menaikkan pH menjadi 7,2 - 7,6 untuk mencegah
timbulnya karat pada sistem perpipaan distribusi.

Reservoar (5)

Air bersih ditempatkan pada tanki tertutup atau reservoar
setelah dilakukan disinfectan. Kemudian air bersih dialirkan
melalui pipa ke rumah dan tempat bisnis di permukiman.

e Pemantauan Kualitas Air

Secara periodik dilakukan pemantauan kualitas produksi air
bersih dengan mengacu standar baku mutu air bersih PP
nomor 82 tahun 2001.

e Pendistribusian ke Konsumen

Penyaluran air kepada konsumen melalui jaringan pipa
distribusi (bawah tanah).

e Pembuangan Lumpur Hasil Pengolahan

Lumpur yang dihasilkan dalam pengolahan air baku

menjadi air bersih 0,01-0,1 % volume air yang diolah.
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Lumpur ini akan ditempatkan di kolam penampung lumpur

(SDB).
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DANPAK LINGKUNGAN YANG DITINBULKAN
EEATh PN A AU LGNGA G

3.1 DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN BESERTA UPAYA
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, maka setiap
kegiatan perlu adanya kajian lingkungan hidup. Pada dasarnya setiap
kegiatan akan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan
untuk mengembangkan dampak positif dan menekan dampak negatif
yang timbul dari kegiatan, maka perlu diupayakan pengelolaan
lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup secara dini dan
terus menerus. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas maka
perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
terhadap kemungkinan dampak-dampak vyang timbul selama
kegiatan berlangsung, baik sebelum kegiatan, sedang dalam kegiatan
maupun setelah kegiatan. Adapun perkiraan dampak dan upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan
pada setiap tahap kegiatan yaitu :
3.1.1 Tahap Pra Konstruksi
a) Persepsi masyarakat

» Sumber Dampak

L N
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Pada saat kegiatan survey di lapangan baik dalam kegiatan
penyusunan study kelayakan maupun perencanaan teknis
Pembangunan SPAM Kabupaten Indragiri Hilir

» Jenis Dampak
Persepsi masyarakat baik positif maupun negatif

» Besaran Dampak

Jumlah complain atau aduan masyarakat sekitar lokasi desa

Kabupaten Indragiri Hilir yang timbul terkait adanya

rencana kegiatan Pembangunan SPAM Kabupaten Indragiri

Hilir.

» Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberi informasi kegiatan kepada instansi pemerintah
setempat, yaitu kepala desa dan Camat terkait adanya
rencana kegiatan.

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya
pemilik lahan sepadan rencana pembangunan SPAM
Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tidak terjadi kesalah
pahaman.

» Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Melakukan wawancara dan observasi lapangan
> Lokasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di kantor instansi pemerintah
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setempat dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan yang
terkena dampak
» Periode Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Sekali sebelum dilaksanakan = Pembangunan  SPAM
Kabupaten Indragiri Hilir
» Institusi
e Pelaksana
PERUMDA TIRTA INDRAGIRI Kabupaten Indragiri Hilir.
¢ Pengawas
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten
Indragiri Hilir
- Camat Tembilahan dan Tembilahan Hulu
- Kades Pulau Palas
e Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir

3.1.2 Tahap Konstruksi
a)Penurunan Kualitas Udara
» Sumber Dampak
Sumber dampak diperkirakan berasal dari :
1. Pekerjaan persiapan vyaitu mobilisasi peralatan dan

perlengkapan dan pekerjaan pembersihan.
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2. Pekerjaan galian menggunakan alat berat.
3. Pekerjaan pancang
> Jenis Dampak
Dari sumber dampak tersebut, jenis dampak yang muncul
adalah dampak negatif yaitu Penurunan kualitas udara
khususnya parameter debu dan kebisingan.
» Besaran Dampak
Adanya keluhan gangguan kesehatan dari masyarakat sekitar
dan pekerja
> Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Melakukan pengecekan terhadap alat berat dan kendaraan
yang akan dipergunakan khususnya pada knalpot
kendaraan
- Mewajibkan kontraktor pelaksana untuk menggunakan
kendaraan dan alat berat yang telah memiliki bukti lulus
Kiir
- Membasahi lahan khususnya jalan tanah yang akan dilalui
kendaraan dan alat berat pada saat kondisi tanah terlalu

kering untuk mengurangi terangkatnya debu tanah.
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» Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Pemantauan dilaksanakan dengan pengamatan langsung
dilapangan
» Lokasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Dilokasi rencana kegiatan yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan
sekitarnya
> Periode Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Selama kegiatan berlangsung
> Institusi
e Pelaksana
PERUMDA TIRTA INDRAGIRI Kabupaten Indragiri Hilir.
e Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Indragiri
Hilir
e Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Indragiri

Hilir

b)Timbulan Limbah Padat
» Sumber Dampak
Sumber dampak diperkirakan berasal dari pembuatan dan

pengoperasian gudang dan base camp, pekerjaan
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pembersihan, kegiatan galian tanah, dan konstruksi bangunan
pintu air.

> Jenis Dampak
Timbulan limbah padat berupa sisa material seperti potongan
kayu, sisa dan pembungkus makanan serta sampah padat
lainnya yang ditemukan pada saat pembuatan gudang dan
base camp, pekerjaan pembersihan, kegiatan galian tanah,
dan konstruksi bangunan pintu air.

» Besaran Dampak
Menimbulkan dampak negatif berupa timbulan sampah yang
diperkirakan berkisar 5 m3/hari.

» Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Mengangkat sampah-sampah
- Mengumpulkan dan menempatkan sampah-sampah pada
suatu tempat lalu ditimbun atau di bawa ke TPA.

» Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Pemantauan dilaksanakan dengan pengamatan langsung
dilapangan

» Lokasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Dilokasi rencana kegiatan pembangunan SPAM Kabupaten
Indragiri Hilir dan sekitarnya

» Periode Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
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Selama kegiatan berlangsung
> Institusi

e Pelaksana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir.

e Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Indragiri
Hilir

e Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Indragiri

Hilir

3.1.3 Tahap Pasca Konstruksi
a) Timbulan Limbah Padat

» Sumber Dampak
Sumber dampak diperkirakan berasal dari pembongkaran
gudang dan base camp.

> Jenis Dampak
Timbulan limbah padat berupa sisa material seperti
potongan kayu, sisa dan pembungkus makanan serta

sampah padat lainnya
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» Besaran Dampak
Menimbulkan dampak negatif berupa timbulan sampah yang
diperkirakan berkisar 10 m3

» Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Mengumpulkan dan memilah sampah-sampah, yang
masih bisa dimanfaatkan kembali atau bernilai ekonomis
dan yang harus ditimbun.

- Memastikan tidak ada sampah atau sisa-sisa material
yang tertinggal dilokasi kegiatan yang nantinya dapat
mengganggu masyarakat sekitar Kabupaten Indragiri
Hilir.

» Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Pemantauan dilaksanakan dengan pengamatan langsung
dilapangan

> Lokasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Dilokasi rencana kegiatan dan sekitarnya, khususnya lokasi
bekas gudang dan base camp

> Periode Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Selama kegiatan pembongkaran berlangsung

> Institusi

e Pelaksana

PERUMDA TIRTA INDRAGIRI Kabupaten Indragiri Hilir.
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e Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Indragiri
Hilir
e Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Indragiri
Hilir
b) Persepsi Masyarakat
» Sumber Dampak
Berakhirnya/selesainya  kegiatan = Pembangunan  SPAM
Kabupaten Indragiri Hilir
> Jenis Dampak
Timbulnya persepsi masyarakat baik positif maupun negatif
» Besaran Dampak
Jumlah aduan atau keluahan masyarakat yang timbul
setelah  berakhirnya  kegiatan = Pembangunan  SPAM
Kabupaten Indragiri Hilir
» Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Melakukan pemeriksaan dan pendataan ada atau
tidaknya masyarakat yang merasa dirugikan selama
kegiatan Pembangunan SPAM Kabupaten Indragiri Hilir
berlangsung melalui kepala desa

- Memastikan penyelesaian secara baik apabila terjadi
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permasalahan dilapangan dengan mediasi oleh Instansi
Pemerintah setempat yaitu kades dan Camat
- Melaporkan kepada Instansi Pemerintah setempat yaitu
kades dan Camat setelah kegiatan berakhir
» Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Melakukan wawancara dan observasi lapangan
» Lokasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Pengelolaan dilakukan di kantor instansi pemerintah
setempat dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan yang
terkena dampak (sempadan).
> Periode Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Sekali setelah berakhirnya kegiatan Pembangunan SPAM
Kabupaten Indragiri Hilir
> Institusi
e Pelaksana
PERUMDA TIRTA INDRAGIRI Kabupaten Indragiri Hilir.
¢ Pengawas
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten
Indragiri Hilir
- Camat Tembilahan dan Tembilahan Hulu

- Kades Pulau Palas

L N
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e Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Indragiri

Hilir
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TABEL 3.2
MATRIK UKL DAN UPL
PEMBANGUNAN OPTIMALISASI SPAM TIRTA INDRAGIRI KECAMATAN TEMBILAHAN DAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
Sumber Jonis Dampak Besaran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Li
Dampak Dampak Bentuk Upaya Pengelolaan Lokasi Pengelolaan Perioda Pengelolaan | Bentuk Upaya Pemantauan | Lokasi Pemal
Tahap Pra Konstruksi
Kegiatan Persepsi Jumlah 1. Memberi informasi | Pengelolaan dilakukan di | Sekali sebelum Melakukan wawancara Pengelolaan
survey masyarakat complain atau kegiatan kepada | kantor instansi | dilaksanakan dan observasi lapangan | dilakukan di
lapangan baik positif aduan instansi pemerintah | pemerintah setempat pembangunan instansi
vang maupun maf,yarakat | setempat, yaitu kade.s dan .mas;farakat sekitar SPAM Indragiri Hilir pemerintah
sekitar lokasi dan Camat terkait | lokasi kegiatan dan yang setempat
dilakukan negatif SPAM yang adanya rencana | terkena dampak. masyarakat
dalam timbul terkait kegiatan. lokasi kegiat
kegiatan adanya 2. Melakukan sosialisasi yang t
penyusunan rencana kepada masyarakat dampak
study kegiatan khususnya pemilik
kelayakan pembangunan lahan yang sepadan
dan SPAM dengan lokasi rencana
pembangunan SPAM
perencanaan sebelum dilakukan
teknis kegiatan
Pembangunan pembangunan
SPAM sehingga tidak terjadi
Kabupaten kesalah pahaman.
Indragiri Hilir
Perencanaan Kecemburuan Positif besar bila | «+ Memberikan penjelasan dan | Lokasi pengelolaan Periode pengelolaan * pemantauan lingkungan Lokasi pemantz
Dan Studi sosial terhadap berhasil menjadi sosialisasi kepada masyarakat | lingkungan adalah pada lingkungan agar tidak adalah dengan lingkungan ada
Kelayakan konsultan yang aset Pemerintah tentang pentingnya Dinas-Dinas terkait untuk terjadi konflik sosial pengamatan langsung. tempat pengam
ditugaskan Daerah pembangunan Optimalisasi dukungan rekomendasi hasil | antara konsultan dengan | « Cara pemantauan sampel kemam
melaksanakan Kabupaten ISEQE/IAT?EP‘&E‘?},TIRTA pekerjaan, seperti Dinas PU, | masyarakat adalah lingkungan adalah daya dukung
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Sumber Jonis Dampak Besaran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Li
Dampak Dampak Bentuk Upaya Pengelolaan Lokasi Pengelolaan Perioda Pengelolaan | Bentuk Upaya Pemantauan | Lokasi Pemal
bermukim di sekitar proyek
untuk menyesuaikan dengan
rancangan proyek.
Menyiapkan perangkat laporan
lainnya yang menjadi
persyaratan penyusunan
perencanaan dan studi
kelayakan, terutama dari dinas
terkait, Dinas PU, Bappeda,
Bagian Lingkungan Hidup dan
Bagian Pemerintahan
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahap Konstruksi
Mobilisasi * Terbukanya Banyaknya Memberi kesempatan Lokasi pengelolaan periode pengelolaan * Pemantauan lingkungan Lokasi pemantz
Tenaga Kerja kesempatan tenaga kerja kepada penduduk yang | lingkungan adalah pada lingkungan adalah pada adalah dengan lingkungan ada
kerjg terutama yang direkruit. bermukim di sgkltgr lokasi kantor kontraktor pada tapak | saat penerimaan tenaga pengamatan Igngsung. pada kantor kol
bagi masyarakat Adanaya proyek yntuk dlterlma kegiatan proyek kerja dan pelaksanaan * Pemantauan lingkungan pada tapak keg
lokal. penduduk lokal sebagai tenaga kerja . adalah wawancara dengan .
: : pekerjaan pada tahap , proyek di Kecal
* Timbulnya yang konstruksi. . pelaksana penerima .
persepsi negatif mengeluh. Memberi kesempatan konstrulk3| dan tahap tenaga kerja dan penduduk Tembilahan dai
masyarakat Jenis dan kepada penduduk yang operasional okl Kecamatan
terhadap tata frekwensi bermukim di sekitar lokasi oKa Tembilahan Hu
cara perekrutan konflik yang proyek untuk membuka
tenaga kerja. terjadi usaha sektor informal di
* Timbulnya konflik sekitar proyek seperti
sosial tenaga kedai/warung.

kerja pendatang
dan lokal

Penerimaan dan
penempatan tenaga kerja

Aicaciinilkan danAaan |atar
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Sumber
Dampak

Jenis Dampak

Besaran
Dampak

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pemantauan Li

Bentuk Upaya Pengelolaan

Lokasi Pengelolaan

Perioda Pengelolaan

Bentuk Upaya Pemantauan

Lokasi Pemal

kerja agar dapat
menghindari konflik antar
tenaga kerja, berupa
penyuluhan serta kegiatan
lain yang menunjang
kebersamaan dalam
bekerja, serta
menyelesaikan konflik
secara bijaksana.

«  Melakukan koordinasi

dengan Dinas Tenaga
Kerja dan Aparat
Kecamatan Tembilahan
dan Kecamatan
Tembilahan Hulu

Mobilisasi
Peralatan,
Material Dan
Bahan

Adanya keluhan
terhadap
masyarakat oleh
menurunnya
kualitas udara
akibat aktivitas
bongkar muat,
terlepasnya
partikel-partikel
debu dari material
yang diangkut,
dan kebisingan
dari mobil
pengangkut dan
alat berat

Timbulnya
debu, tingkat
kebisingan dan
banyaknya
masyarakat
yang mengeluh

» Membantu pengobatan
kepada penduduk yang
terkena dampak penyakit ISPA
dan kecelakaan kerja akibat
kegiatan pengangkutan bahan
material, mengasuransikan
tenaga kerja dengan
Jamsostek.

* Melakukan koordinasi
dengan PDAM PERUMDA
TIRTA INDRAGIRI dan
Dinas Kesehatan Kabupaten
Indragiri Hilir

Lokasi pengelolaan
lingkungan adalah perairan
laut di sekitar proyek
pembangunan

Periode pengelolaan
lingkungan adalah pada
saat kegiatan mobilisasi
peralatan berat dan
transportasi bahan
material pada tahap
pekerjaan konstruksi

Cara pemantauan lingkungan
bagi penduduk yang
mengeluh adalah dengan
wawancara langsung. Cara
pemantauan lingkungan
pencemaran badan perairan
adalah dengan mengukur
tingkat pencemaran perairan
dengan metode pengambilan
sampel air untuk di uji di
laboratorium

Lokasi pemantz
lingkungan ada
lokasi tapak prc
pembangunan

Optimalisasi

PERUMDA TI
INDRAGIRI u
pengambilan
Baku Di Desa
Palas Kecam:
Tembilahan |
dan peremaj:
Pipa Induk Ja
Distrik Utam:
Di Kec. Temb
Hulu dan Kec
Tembilahan
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pemantauan Li

Sumber : Besaran
Dampak Jenis Dampak Dampak ) ) )
Bentuk Upaya Pengelolaan Lokasi Pengelolaan Perioda Pengelolaan | Bentuk Upaya Pemantauan | Lokasi Pemal
Pekerjaan * menurunnya * tingkat * Melakukan transaksi sewa Lokasi pengelolaan Periode pengelolaan + Pemantauan biota perairan | Lokasi pemantz
Pembangunan kualitas udara kebisingan menyewa kepada lingkungan adalah pada lingkungan adalah pada | adalah pengamatan dan lingkungan ada
Optimalisasi oleh mulai meingkat | masyarakat permukiman lokasi tapak proyek saat dilaksanakan pengukuran langsung. Cara | lokasi tapak prc
SPAM peningkatan « tanah hilang sebagai tempat untuk pembangunan Opimalisasi pekerjaan sipil pada pemantauan biota perairan pembangunan
PERUMDA debu dan dan volume istirahat pekerja. SPAM TIRTA INDRAGIRI tahap konstruksi adalah mengamati dan Optimalisasi
TIRTA kebisingan. sedimen. Tidak membuang sampah ke mengukur jenis dan PERUMDA TI
INDRAGIRI * peningkatan laju | * parameter badan air/laut. kelimpahan plankton dan INDRAGIRI u
erosi tanah dan kualitas air dan Membangun pos pelayanan benthos. pengambilan

sedimen.

* gangguan biota
perairan laut dan
drainase oleh
penurunan
kualitas air.

* gangguan
kesehatan
tenaga kerja

jumlah jenis
biota yang
terganggu.

* jenis penyakit
dan tingkat
kecelakaan

kesehatan kepada
masyarakat permukiman
yang terkena dampak
pembangunan.
Melakukan koordinasi
dengan Dinas Pekerjaan
Umum dan Badan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Indragiri Hilir.
Melakukan koordinasi
dengan Aparat Desa dan
pemuka masyarakat

*+ Pemantauan jenis dan
intensitas kecelakan kerja
yang terjadi adalah
pengamatan langsung.
Cara pemantauan jenis
dan intensitas kecelakan
kerja adalah pengamatan
langsung dan wawancara
dengan penduduk/tenaga
kerja serta peristiwa
kejadian kecelakaan.

Baku Di Desa
Palas Kecam:z
Tembilahan I
dan peremaj:
Pipa Induk Ja
Distrik Utam:
Di Kec. Temb
Hulu dan Kec
Tembilahan

Tahap Operasional

Mobilisasi
Tenaga Kerja

* Terbukanya
kesempatan kerja
dan berusaha
bagi masyarakat
lokal.

* Timbulnya
persepsi negatif
masyarakat
tentang tata cara
perekrutan

+ Pemantauan lingkungan
adalah pengamatan
langsung.

* Pemantauan lingkungan
adalah wawancara dengan
pelaksana penerimaan
tenaga kerja dan penduduk
lokal

Lokasi pemantz
lingkungan ada
PERUMDA TIR
INDRAGIRI
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pemantauan Li

Sumber : Besaran
Dampak Jenis Dampak Dampak ) ) )
Bentuk Upaya Pengelolaan Lokasi Pengelolaan Perioda Pengelolaan | Bentuk Upaya Pemantauan | Lokasi Pemal
Pengoperasian |+ Perkembangan * Pendapatan Pengaturan lalu lintas Lokasi pengelolaan Periode pengelolaan * Pemantauan lingkungan * Pengamatan
Optimalisasi perekonomian masyarakat transportasi air bagi kapal lingkungan adalah Kantor lingkungan adalah pada adalah pengamatan langsung.
SPAM wilayah akan dan PDRB yang masuk dan keluar PDAM PERUMDA TIRTA saat kegiatan langsung. + Cara peman
PERUMDA meningkatkan Desalkeluraha | Optimalisasi SPAM INDRAGIRI Kelurahan pengoperasian * Pemantauan lingkungan lingkungan a
TIRTA kesejahteraan n. PERUMDA TIRTA Tagaraja Dan Desa Tanjung | Optimalisasi SPAM adalah wawancara dengan wawancara ¢
INDRAGIRI ekonomi dan | * Banyaknya INDRAGIRI Raja PERUMDA TIRTA wisatawan atau penduduk penduduk se
sosial penduduk INDRAGIRI setempat
masyarakat yang
mengeluh
(orang).
Tahap Pasca Operasional
Peningkatan Jenis dampak | Berdasarkan  Menggunakan peralatan Periode pemantauan Periode pemantauan Pengumpulan dan analisa Lokasi Peman
Kebisingan yang ditimbulkan KepMen LH yang mempunyai tingkat lingkungan adalah pada saat | lingkungan adalah pada | data dengan melakukan lingkungan ad:
adalah No. 48 Tahun kebisingan rendah kegiatan perawatan saat kegiatan perawatan | pengukuran dilapangan disekitar lokasi
peningkatan 1996 tentang » Melakukan perawatan rutin Optimalisasi SPAM Optimalisasi SPAM dengan alat sound level masyrakat sete
kebisingan  yang baku tingkat terhada mgsin eralatan PERUMDA TIRTA PERUMDA TIRTA meter selama 10 menit untuk | Di kecamtan
berasal dari kebisingan P P INDRAGIRI dilaksanakan INDRAGIRI setiap pengukuran tembilahan dar
kegiatan » Mempertahankan vegetasi pada tahap pasca operasi dilaksanakan pada kecamatan ten
pembongkaran disekeliling lokasi tahap pasca operasi hulu
demobilisasi
bahan dan

peralatan
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pemantauan Li

Sumber : Besaran
Dampak Jenis Dampak Dampak ) ) )
Bentuk Upaya Pengelolaan Lokasi Pengelolaan Perioda Pengelolaan | Bentuk Upaya Pemantauan | Lokasi Pemal
Perubahan Luas | Jenis dampak | Merupakan rasio | Melakukan penghijauan | Periode pemantauan | Periode = pemantauan | Jenis dampak yang Lokasi Peman
Tutupan yang ditimbulkan | luas tutupan | kembali  disekitaran lokasi | lingkungan adalah pada saat | lingkungan adalah pada | ditimbulkan adalah lingkungan ad:
Vegetasi adalah perubahan | yang  terbuka | dengan tumbuhan lokal kegiatan perawatan | saat kegiatan perawatan | perubahan luas tutupan disekitar lokasi
luas tutupan | dan yang telah Optimalisasi SPAM | Optimalisasi SPAM | vegetasi masyrakat sete
vegetasi dipenghijauan PERUMDA TIRTA | PERUMDA TIRTA Di keccamtan
kembali INDRAGIRI  dilaksanakan | INDRAGIRI tembilahan dar
pada tahap pasca operasi dilaksanakan pada kecamatan ten
tahap pasca operasi hulu
Penurunan Jenis dampak | Merupakan Melakukan pengendalian | Periode pemantauan | periode  Pengelolaan | Pengambilan sampel dan | Lokasi Peman
Kualitas Air | yang ditimbulkan | terjadinya dengan cara  meyimpan | lingkungan adalah pada saat | lingkungan adalah pada | analisis di laboratorium lingkungan ad:
Permukaan adalah perubahan | pencemaranair | material dan bahan lainnya | kegiatan perawatan | saat kegiatan perawatan Kecamatan
air permukaan pada wadah vyang tertutup | Optimalisasi SPAM | Optimalisasi SPAM Tembilahan d:
rapat PERUMDA TIRTA | PERUMDA TIRTA Kecamatan
INDRAGIRI  dilaksanakan | INDRAGIRI Tembilahan Ht
pada tahap pasca operasi dilaksanakan pada

tahap pasca operasi

Pemeliharaan
Fasilitas

* perkem bangan
perekonomian
wilayah akan
meningkatkan

* Pendapatan
masyarakat
dan PDRB
Desalkeluraha

* Menyediakan dan
menampung limbah padat di
Tempat Penampungan
Sementara (TPS).

Lokasi pengelolaan
lingkungan adalah
Kecamatan Tembilahan dan
Kecamatan Tembilahan Hulu

Waktu pengelolaan
lingkungan adalah pada
saat kegiatan perawatan
Optimalisasi SPAM

* Pemantauan lingkungan
adalah pengamatan
langsung dan pengambilan
sampel air laut.

Lokasi Pemant
lingkungan ad:
Kecamatan

Tembilahan d:
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Sumber
Dampak

Jenis Dampak

Besaran
Dampak

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pemantauan Li

Bentuk Upaya Pengelolaan

Lokasi Pengelolaan

Perioda Pengelolaan

Bentuk Upaya Pemantauan

Lokasi Pemal

kualitas air laut
akibat pekerjaan
pemeliharaan

(tumpahan
material, oli
bekas dan
sebagainya)

serta kecelakaan
kerja.

Indragiri Hilir
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JZIN PPLH DAN PELAPORAN

Izin PPLH Yang Diperlukan

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah

B3

Bab 4 Izin PPLH dan Pelaporan Hal.4 - 1



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PDAM TIRTA INDRAGIRI, suatu perusahaan air minum daerah yang didirikan secara sah
berdasarkan hukum Negara Kedaulatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Indragiri Hilir
JLM.Boya No.07 Indragiri Hilir indonesia dalam hal ini diakili oleh IrAHMAD HAFIZ
selaku direktur , oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PDAM
TIRTA INDRAGIRI.

Selaku penanggung jawab atas kegiatan Optimalisasi SPAM PDAM tirta indragiri, dengan ini

menyatakan ;

L.

Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
(*UPL-UKL") dari kegiatan tersebut di atas telah disusun dengan memperhatikan pengarahan
dari instansi pembina teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

Kami sanggup dan bersedia melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup yang sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumenUKL-UPL ini serta bersedia
dipantau dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang
berlaku .

Apabila kami tidak melaksanakan program UKL-UPL ini sesuai dengan arahan dalam
dokumen tersebut, kami bersedia menerima tindakan dari instansi yang berwenang sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Kami bersedia memperbaharui dokumen UKL-UPL ini apabila diperlukan sesuai ketentuan
yang beriaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tembilahan, Januari 2021
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Tempat

1.

NOTULEN RAPAT KOORDINASI PEMERIKSAAN SUBSTANSI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) KEGIATAN OPTIMALISASI SPAM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI DI KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

- 11 Februari 2021

: Ruang Rapat DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

Rapat dibuka oleh Kepala DLHK Kab. Inhil Bapak Ir. H. ILLYANTO, MT

2. Paparan Dokumen UKL-UPL Perumda Air Minum Tirta Indragiri
3. Saran,Pendapat dan tanggapan :

NO. SARAN/PENDAPAT/TANGGAPAN TANGGAPAN
1. | Junaidi Sekcam Tembilahan Hulu Perumda Tirta indragiri

Meminta pada Perumda Tirta indragiri keluhan | - kualitas air akan di tingkatkan karena

dari masyarakat tolong Kualitas air agar jaringan pipa masih pipa lama, dan

ditingkatkan banyak lumpur dan

2. | Dinas Perhubungan Perumda Tirta indragiri

- Pembangunan intake dari bibir sungai sekitar | - Andalalin akan dikonsultasikan pada
57 M, saran dipasang penerangan atau dinas Perhubungan
rambu-rambu agar tidak terjadi kecelakaan | - Jalan yang rusak akan dicor agar pipa
disungai tidak bocor

- Agar tidak menimbun material dibadan jalan
saat konstruksi.

- Kenderaan  pengangkut material  saat
konstruksi agar disesuaikan dengan tonase
jalan

- Disuhub  menyarankan agar membuat
andalalin

3. | Andre Zuriah Dinas Perkim -

- Judul pada Dokumen apakah sudah sesuai
atau diperbaiki sesuai dengan kegiatan

- Dasar hukum pada Dokumen UKL-UPL agar
disisuaikan.

4. | Hery R Dinas PUTR -

- Hasil survey terhadap rencana SPAM PDAM
rata rata berada pada sempadan sungai dan
tidak bermasalah

- Tembilah Hulu rencana kegiatan berada pada
sempadan sungai dan b

- Rencana Kegiatan tidak bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan

5. Hardiman, Dinas PUTR Ir. H. lllyanto, MT Kadis DLHK

- Kenderaan  pengangkut material  saat
konstruksi agar disesuaikan dengan tonase
jalan

- Dokumen UKL-UPL harus segera diselesaikan
dan diakomodir oleh konsultan agar segera
memperbaiki sesuai saran, pendapat dan
tanggapan.

- Dana dari bank dunia sekitar 32 Milyar dan
APBD 11 Milyar

- DLHK komitmen akan mempercepat
proses

-Cepat atau lambat rekomendasi
diterbitkan tergantung dari perbaikan
dokumen oleh pemrakarsa

Umar, Kadis PUTR

- Terkait dengan jalan Nasional dan
Provinsi yang akan dilalui oleh Pipa
PDAM akan dikonsultasikan pada
Provinsi dan Pusat




Wanhar, Bagian Ekonomi dan SDA

- Berdasarkan Peraturan karena Perda

- Dalam  rangka percepatan  penerbitan | tata ruang kab. Inhil belum siap maka
rekomendasi Dokumen UKL-UPL agar fokus | diminta untuk mengurus  Advice
pada perbaikan dokumen Planing ke Provinsi

- Penyampaian informasi publik atai sosialisasi
di masyrakat agar tidak terjadi keresahan di
masyarakat

- Terkait rencana pekerjaaan agar
dikoordinasikan kepada kepada Dinas PUTR
Kab. Inhil

- Rencana Pekerjaan apakah perlu disampaikan
kepada Media

7. | Nasir, DPMPTSP

- Siap membantu jika rekomendasi dan telah
diterbitkan

- Siap membantu masalah IMB

8. | Aweldan, DLHK - Akan melakukan perbaikan jalan
- Pada matrik perlu ditambahkan pada seperti semula.
pemasangan pipa dinas mana yang perlu - Kadis DLHK

- Dalam Matrik agar dimasukan dinas
mana yang akan mengawasi agar
menjadi acuan saat pelaksanaan
dalam pekerjaan.

- DLHK siap membantu perbaikan agar
cepat

9. | Yuli, DLHK -

- Harus memperhatikan kulitas dokumen karena
terkait DLHK sebagai instansi yang
mengeluarkan rekomendasi

- Hal yang tidak sesuai agar dikoordinasikan

10. | Heri Gunawan, DLHK -Dulu dibuat konsultan kemudian

- Meyambut  baik kegiatan ini karena | diteruskan oleh PDAM
menyangkut hajat orang banyak - Kadis DLHK siap membantu untuk

- Apakah dokumen dibuat oleh Konsultan percepatan perbaikan Dokumen UKL-

- Dokumen perlu diperbaiki karena merupakan | UPL
panduan dalam pengelolaan dan pemantauan
lingkungan

11. | Rahmat, DLHK - Kadis DLHK siap membantu untuk

- Judul dokumen tidak sesuai dengan | perbaikan Dokumen UKL-UPL

undangan

- Pada kata pengantar ada kata berkolaborasi

denganm DLHK dan ini harus dibuang dan
diperbaiki

- Dalam dokumen belum ada tergambar tahap

rencana Kkegiatan yang akan dilakukan
sehingga tidak bisa menyimpulkan dampak
penting yang akan dikelola dan dipantau

12. | - Yonari, DLHK

- Tujuan untuk mengindentifikasikan dampak
penting agar dirubah menjadi berdampak
terhadap lingkungan.




- Wanda, DLHK

- Peta pengelolaan dan pemantauan agar
disesuaikan dengan kaidah kartografi

- Pada bab. IV izin PPLH yang akan diurus

Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) yang belum tertuang dalam notulen ini tidak terlepas dari
SPT yang tertulis dari seluruh peserta Rapat.

5. Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat

Notulen,

(W AUZAN )




FLMEMINIAH FRKUVINDI KIAU

DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI

JUN. MUSTIKANO. 3A TELP. (0761)

Email : labkesprov.riau@yahoo.co.id

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

22018 - 22318 FAX. (0751) 22018 PEKANBARU 28111

Nama Customer
Cuslomer Name

Alamat
Address

Phone/Fax

Personel Pengambil Sampel

Person of sampling

Talham pengambilan sampel

Datestime of sampling

Personel penerima sampel

[9 Person of sample received

LAPORAN HASIL UJI

Report of inofysis

No.: 0309 - 0640 / LHU / LKL-PR / IV /2020

PERUMDA TIRTA INDRAGIRI

~JI'M Boya - Tembilahan

Rusd

- 19-03-2020/18 00 Wib

- Cici Juliarti, Hsb

Project 1D

Personel yang dihubungs

Contact Person
Phone/F ax

No_Laboratorum
No Lab

Deskripsi Sampel

Ahmad Hafiz

313173181827

0309/0840 ABK

. Ar yang Sudah Dikasih Tawas

Descriplion of sampie

Tqljam penerimaan s ampel: 20-03-202009 05 Wib

Datetime of receved

No. FPPS : 0309/FPPS/LKL-PR/I11/2020 Tanggal Pengujian 20 s 27 Marst 2020
Dale of Analysis
| | NILALRUIUKA ' i
No. | PARANMETER | Sofuan LUl --_Es?:& METODE
| IS S o4 W N
A | Fisika — N R e N
1 | Bau - Tidak Berbau Tidak Berha ™ _
2 1 IDS my L 210 13D ASBC: 2000
3 | Kekeruhan | SkalaNTU [ J L3 » SNI06-6989.25.2005
4 | Rasa - Tidak Bernsa Tidak Berasa | SNI06.2313-199: e
5 1 Suhu _ °C 25 Suhu Udara 4 3°C | SNI 06-6989.23-200s -
6 | Warna Skala TCU 30 50 SN106-6989.24-2005 |
B | Kimin . 1
1 | pH - 6,1 6.5-9,0 SNI06-6989.11-2004 ]
2 Besi (sebagai logam terlarut) me/L 0,12 1,0 APHA 3030 B,3111 820,72
[? 31 Fluorida me/L 14 1,5 APHA 4500 F- D 2012 e
4 :i?ﬂ:::;m (sebagai logam ng/L <0,0031 0.005 APHA 3030 B, 3111 B 2012
5| Kesadahan (CaCO») me/L 48 500 SNI 06-6989_12-2004 ~ i
6 | Khiorida me/L 22 600 APHA 4500 CI'B 2012 ]
7 | Krommum va'ensi 6 me/L 0,0029 0.03 SNI 06-6989.17-2004 i
8_ | Mangan (sebagai logam terlarut) mg/L, 0,011 0.5 APHA 3030 B, 3111 B2012
9 | Nitrat sebagai N me/ll |39 10 SNI 06-2480-1991 — B
10| Nitrit scbagai N me/L 0,0009 1.0 SNI 06-6989.9-2004 T
I1 | Seng (sebagai logam terlarut) mg'L 0.094 | 15 APHA 3030 B,3111 B2012
127 Suifat . me/I. 30 400 APHA 4500 SO,”F 2012
3 1 Fimbal me/L <0,0017 0,05 APHA (Section 3111 B) 2905
T C | Kimin Organik N T
I__| Zat Organik sebagai KMn0O, mgl | 2 10 SNI06-6989.22:2001 -
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium 2 pH (6.1) rendah.

— A

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

JLN. MUSTIKA NO. 3A TELP. (0761) 22018 - 22318 FAX.

PEKANBARU 28111

(0761) 22018

Nama_Customer

Customer Name

Alamat
Address

2hone/Fax

2ersonel Pengambil Sampel|
=/

erson of sampling

Tql/iam pengambilan sampel

ate/time of sampling

Zersonel penerima sampel

2erson of sample received

: Udin

: Ditha Eliza

No.: 0887 - 1841/ LHU / LKL-PR /X /2020

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

2JL M. Boya - Tembilahan

- 02-10-2020/09.00 Wib

: PERUMDA TIRTA INDRAGIRI

Project ID

Personel yang dihybung
Contacl Person

Phone/F ax

No. Laboratoriym

No. Lab

Deskripsi Sampel

Ahmad Mafiz

0813 73181827

0887/1841 BAK

. Air Sungai

Description of sample

Tqlljam penerimaan sampel

1 03-10-2020/10.10 Wib

Date/lime of received

No. FPPS : 0887/FPPSILKL-PR/X.’2020 Tangqal Penqujian '03 s/d 09 Oklober 2020
. Dale of Analysis
| HASIL Ul NILAI RUJUKAN
o PARAMETER SATUAN | ey THRESHOLD VALUE NETODE
1 RESULT I 1 111 v
A | Fisika
[ | Temperatur “ 25 ] Deny O | Deviasi s | SNI 06-6989 23-2005
< | Residu Terlarut (TDS) mg/L 82 1000 | 1000 | 1000 | 2000 APHA 2540 C 2012 .l
> | Residu Tersuspensi (TSS) meg/L 22 50 50 400 400 | APHA 2540 D 2012
8 _| Kimia Anorganik
I pH - 6,4 6-9 6-9 G-L 5-9 | SNI106-6989.11-2004
! | BOD; mg/L 19 2 3 6 12 SNI 06-2503-199]
} | COD mg/L 58 P10 ] 2;5 50 100 | APHA 5220 C 2012
i | DO mg/L 4.1 6 | 4 3 0 SNI106-2503-199]
5 | Phosphat sebagai P mg’L 0.10 02 0,2 | 5 SNI106-6989.31-2005
? | NO; sebagai N mg/L 0,1 10 10 20 20 SNI 06-2480-199]
| NH;N me/L 0,22 0,5 - - - | USEPA
3 | Kobalt (sebagai logam terlarut) mg/L, 0,010 0,2 0,2 0,2 0,2 APHA 3030 B, 3111 B2012
) | Boron ;. mg/L 0,047 1 1 1 1 APHA 4500 B.A 2012
0 | Kadmium (sebagai logam terlarut) | meg/L <0,0031 0,01 0,01 0,01 0.01 | APHA3030B.3111 B 2012
1 | Khrom (VI) (sbg logam terlarut) mg/L 0,0089 0,05 0,05 0,05 1 APHA 3030 B,3111B 20_13_
2 | Tembaga (sebagai logam terlarut) mg/L 0,014 0,02 0,02 0,02 0,2 APHA 3030B,3111 B 2012
3 | Besi (sebagai logam terlarut) mg/L 0,209 0,3 - - - APHA 3030 B,3111 B 2_01_2~
4 | Timbal (sebagai logam terlarut) mg/L <0,0017 | 0,03 | 0,03 0,03 1 APHA 3030 B,3111 B20][2
S | Mangan (sebagai logam terlarut) mg/L 0,017 0,1 - - - APHA 3030 B, 3' 11B20]2
5 | Seng (sebagai logam terlarut) mg/L 0,015 0,05 | 0,05 [ 0,05 2 APHA 3030B.3111 B2012
5[ Khlorida mg/L 12 600 - |- - | APHA 4500 CI B 2012
7 | Fluorida § mg/L 0,04 05 | 15 1,5 - __| . APHA 4500 F-D 2012
3 | NO, sebagi N mg/L 0,65 0,06 | 0,06 0,06 - SNI 06-6989.9-12004
7 | Sulfat mg/L. 15 400 - - - | APHA 4500 SO, E 2012
3 | Khlorin Bebas mg/L 0,03 0,03 | 0,05 [ 0,03 - USEPA .
1 | Belerang sebagai H,S mg/L 0,033 0,002 | 0,002 | 0,002 - APHA 4500-S7. F 2012
" | Kimia Organik
[ Minyak & Lemak pg/L 800 1000 | 1000 | 1000 | - | SNIG989.11201]
T Deterjen sebagai MBAS pe/L 275 200 | 200 | 200 - | SNI106-6989.51-2005
12

5.10.3/LKL-PR; Rev 0; 01 April 2020.

e

T —

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

JLN. MUSTIKA NO. 3A TELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 2201‘8
PEKANBARU 28111

LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis

No.: 0887 - 1841 / LHU / LKL-PR / X / 2020

Nama_Customer * PERUMDA TIRTA INDRAGIRI Project ID i-
Customer Name

- JI. M Boya - Tembilahan Personel yang dihubungi . Ahmad Hafiz

Conlact Person

- Phone/Fax : 081378181827
Personel Pengambil Sampel : Udin No. Laboratorium :0887/1841 BA.B
Person of sampling No. Lab
_‘[g!f;am pengambilan sampel  : 02-10-2020/09.00 Wib Deskripsi Sampe] : Alr Sungai
~?ate/llme of sampling Description of sarnpie

Personel penerima sampel

Person of sample received

No. FPPS

: Ditha Eliza

Tal/jam penerimaan sampel

Date/time cf raceived

1 03-10-2020/10.10 Wib

103 s/d 09 Oktober 2020

- DS87/FPPS/LKL-PR/X/2020 Tanagal Penguiian
Date of Analysis
= HASIL UJI NILAI RUJUKAN )
PARAMETER SATUAN | s THRESHOLD VALUE METODE
| m RESULT l no]om | v METHOD
) T
A | Mikrobiologi
liform Tinja JI 100 mI 4900 100 | 1000 | 2000 | 2000 | Biakan Tabung Ganda
2 i Total Koliform JIh/100 ml 13000 1000 | 5000 | 10000 | 10000 | Biakan Tabung Ganda

Al

1. Hasil uji ini hanya berlaku urntuk sampel yan iuji.

These analylical results are only valid for the tested sample.
2, Laporan Hasil Uii ini terdiri dari 1 _halaman.

This Report of Analysis consisis of 1 page.

3. Laporan Hasil Uji_ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin lertulis
UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau

The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except for the completad one and with
the writlen permission of the Heaith Laboratory and Environmenl of Riau Province.
4. Pihak UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau tidak bertanggung jawab terhadap sampling.
Health Laboratory and Environment of Riau Province is not responsible lo sampling
5. Rujukan Hasil uji berdasarkan Peraturan Pemerintah RI1 No.82/2001
Relerence of analysis report is based on Peraturan Pemerintult RI No.82/2001
6. Feterangan :
i Air Baku Air Minum
Il Prasarana/sarana rekreasi air, Pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, Mengairi Pertanaman
Il Pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman
IV Mengairi pertanaman

Pekanbaru, 20 Okiober 2020

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungun
Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Kepala Seksj.Pelayanan Klinis

Mengetahui,
,4Kepala,u\{"l“ L.aboratorium Kesehatan

P> .
0, dan Lingkungan

Dinas K;ésghalan Provinsi Riau
e L
=) F “\

|~ ~

AN o S )

P
7

~,

N y/
N TTT'ﬂﬂ;’;z’flenita Aruma, MM

T==NIP. 19810103 201405 2 001

310 3/LKL-PR: Revy 0; 01 April 2020.

Wi

Puspa Riana, S.Si, Apt
NIP. 197706419 200604 2 003

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 22504 email : dpmptsp.lnhllkab.go.ld

-

Tembilahan, 11 Pebruari 2021

Nomor : 503/DPMPTSP-IL/11/2021/02
Lampiran : 1Berkas
Hal - Notifikasi Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Izin Lingkungan PERUMDA TIRTA INDRAGIRI

Kepada Yth :

Sdr. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
di-
Jakarta
1. Mengingat: -
ahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 T

Terintegrasi Secara Elektronik.
b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.7IO18IK.|IBIZO18 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kretena Pelayanan
Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  Nomor
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pgmeﬂksﬁ
Dokumen Lingkungan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras!

Secara Elektronik.

Republik Indonesia  Nomor

2. Memperhatikan :
a. Surat Permohonan PERUMDA TIRTA INDRAGIRI tanggal 11 Pebruari 2021 perihal Surat Permohonan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.
n Indragiri Hilir Nomor : 600/DLHK-

b. Surat Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupate!
TL/141 tanggal 11 Februari 2021 perihal rekomendasi Izin Lingkungan an. PE
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka (2) tersebut di atas, bersama ini disampai

RUMDA TIRTA INDRAGIRI
kan Pernyataan Persetujuan

Komitmen Izin Lingkungan kepada :
Nama Perusahaan . PERUMDA TIRTA INDRAGIRI
Penanggung Jawab + AHMAD HAFIZ
Jabatan Direktur
Bidang Usaha - penampungan, Penjemnihan dan Penyaluran Air Minum
NIB - 1218000200898
Alamat Usaha - Jalan Gerilya , Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan
Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir
Dengan Ketentuan sebagai berikut :
- Pimpinan dan Penanggung Jawab dalam menjalankan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan Perundang-
Undangan.
- Memenuhi hak, kewajiban dan larangan yang tercatum dalam rekomendasi Izin Lingkungan yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dengan persetujuan ini.

unakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat

Demikian disampaikan untuk diperg
kan dilakukan perbaikan Sebagaimana mestinya.

kekeliruan dalam Keputusan ini, maka a

ALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Tembusan disampaikan kepada yth :
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Indragiri Hilir

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik iterbi

. ) . : yang diterbitkan oleh "

Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara gg:::ﬁkasi
N Elektronik

Dipindai dengan CamScanner




PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 22504 email : dpmptsp.inhilkab.go.id

Tembilahan, 11 Pebruari 2021

Nomor : 503/DPMPTSP-IL/11/2021/03
Lampiran . 1Berkas
Hal : Notifikasi Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Izin Lingkungan PERUMDA TIRTA INDRAGIRI

Kepada Yth :
Sdr. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
di-
Jakarta
1. Mengingat:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.7/018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelayanan
Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ~ Nomor
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksa
Dokumen Lingkungan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.

2. Memperhatikan :

a. Surat Permohonan PERUMDA TIRTA INDRAGIRI tanggal 11 Pebruari 2021 perihal Surat Permohonan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.

b. Surat Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DLHK-
TL/141 tanggal 11 Februari 2021 perihal rekomendasi Izin Lingkungan an. PERUMDA TIRTA INDRAGIRI

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka (2) tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Persetujuan

Komitmen Izin Lingkungan kepada :

Nama Perusahaan :  PERUMDA TIRTA INDRAGIRI

Penanggung Jawab :  AHMAD HAFIZ

Jabatan :  Direktur

Bidang Usaha :  Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum

NIB : 1218000200898

Alamat Usaha : Jalan Pendidikan RT.006 RW.002, Desa Pulau Palas,

Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Pimpinan dan Penanggung Jawab dalam menjalankan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan Perundang-
Undangan.

- Memenuhi hak, kewajiban dan larangan yang tercatum dalam rekomendasi Izin Lingkungan yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengan persetujuan ini.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan Sebagaimana mestinya.

OINKS PENANADSAN HOAL
O PSP

Tembusan disampaikan kepada yth :
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Indragiri Hilir

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara x Sertifikasi

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

ll. Diponegoro No. 743 Telephon (0768) 21028 Fax. (0768) 24716 Tembilahan 29212
TEMBILAHAN 29212

Tembilahan,23 Desember 2020

Kepada Yth ;
Nomaor :  600/DPUTR-TR/XI11/2020/1688 Sdr. PDAM TIRTA INDRAGIRI HILIR
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Informasi Tata Ruang di—
Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor : 97/PERUMDA/TBH-
Al/X11/2020 Tanggal 23 Desember 2020 perihal informasi kesesuaian ruang dalam
rangka permohonan An. PDAM TIRTA INDRAGIRI HILIR terhadap rencana kegiatan
untuk persyaratan dokumen UKL-UPL Optimalisasi SPAM Kabupaten Indragiri Hilir
di Tembilahan dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten
Indragiri Hilir (titik koordinat terlampir).

Berdasarkan permohonan tersebut di atas kami informasikan kepada
Saudara bahwa dengan adanya perubahan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2037, berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 1
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten dan Kota, dimana dalam Peraturan Menteri ini terdapat banyak
perubahan Nomenkiatur yang harus disesuaikan di dalam Draft RTRW Kabupaten
Indragiri Hilir.

Berdasarkan titik koordinat (polygon) Rencana kegiatan untuk persyaratan
dokumen UKL-UPL Optimalisasi SPAM Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan dan
Tembilahan Hulu oleh PDAM TIRTA INDRAGIRI HILIR sebagai berikut :

- Titik Koordinat Optimalisasi SPAM Tembilahan (Tembilahan Hulu)
1. (S00°20'21.2” £ 103°08'05.6") 2. (S00°20'19.6" E 103°08'04.7")
3. (500%20'20.5” E 103°08’'07.3") 4. (S00°20’19.1” £ 103%08'06.8")
- Titik Koordinat Optimalisasi SPAM Tembilahan (Pulau Pala$)
1. (500°23'49.5" E 103%04'57.2") 2. (S00°23'49.6” E 103°04’56.3")
3. (S00Y23'43.9” £ 102°04’55.6”) 4. (S00°23'44.2” E 102°04'54.1")



menggunakan perangkat lunak System Informasi Geografis (GIS) terhadap titik

koordinat (Polygon).

Sesuai dengan Pola Ruang Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2037, lokasi rencana kegiatan untuk
persyaratan dokumen UKL-UPL Optimalisasi SPAM Kabupaten indragiri Hilir di
Tembilahan dan Tembilahan Hulu dengan pola ruang pada “KAWASAN
SEMPADAN SUNGAI".

- Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis
Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Lokasi yang dimohonkan berada
pada kawasan “SEMPADAN SUNGAI” dan diperbolehkan menurut.

- Sesuai Pasal 15 ayat (1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 ayat (1), menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai
maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap
harus ditertibkan untuk mengendalikan fungsi sempadan sungai.

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan
yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu
yang meliputi :

a. Bangunan prasarana sumber daya air;
b. Fasilitas jembatan dan dermaga;

Jalur pipa gas dan air minum;

(2]
-

g

Rentangan kabel listrik dan telekomunikas;dan

o

Bangunan ketenagalistrikan.

Memperhatikan Fungsi Kawasan sesuai Surat Keputusan Menteri

Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

SK.903/MENLHK/SETIEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,

lokasi di maksud berada pada peruntukan Areal Penggunaan Lain (APL).
Berdasarkan kondisi eksisting (survey) di lapangan yang telah dilakukan

bidang tata ruang sesuai Berita Acara Kesepakatan Pengecekan Titik Koordinat di

Lapangan No. 600/DPUTR-TR/X!1/2020/137 bahwa kawasan tersebut berada pada

“KAWASAN SEMPADAN SUNGAI”.

Merujuk Draft RTRW yang masih dalam proses evalqasi dengan provinsi

dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanzhan Nasional,



maka apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat informasi tata
ruang ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 24 ayat (4) disebutkan bahwa
apabila rencana umum tata ruang tidak dapat ditetapkan hingga ayat berakhirnya
batas waktu penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemerintah dan pemerintah daerah tidak menerbitkan dan/atau memperbaharui
izin pemanfaatan ruang di wilayahnya.

Surat ini bukan merupakan surat izin atau sejenisnya, untuk proses
perizinan selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan
memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, agar dapat menjadi perhatian Saudara

diucapkan terima kasih.

NIP. 19730720 200003 1 002

TYembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.
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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAREAH AIR MINUM
. MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA INDRAGIRI



PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDI
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

Menimbang

Mengingat

U . R
fa .

A~ —~
e A Ll

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR la TAHUN 2019

TENTANG

RAGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat {3) Peraturan

P

emerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah BUMD terdiri atas Perusshaan Umum Daerah dan
Perusahaan Perseroan Daerah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

}'Ituruf 3, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ir dragiri
Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indragiri;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956, Teatang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

F|eraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Fenyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerint: h Nomor 54 Tahur 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah (Lembarzn Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonszsia
Tahun 2017 Nomer 6173);



5

6. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesie Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
' dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM

1.

p W

ol

10.

11

12.

13.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI MENJADI]
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIR].

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daeral: ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalih Kabupaten Indragiri Hilir,
Peraerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,

: Bupati adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hilir,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD edalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
Kuasa Pemilik Mpdal yang disingkat dengan KPM adalah organ Perumda Air Minum

Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah untuk dijadikan penyertaan modal
Daerah pada Perusahaan Umum Deerah Air Minum Tirta Indragiri.

Dewan Pengawas acalah organ’ perusahaan umum daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjelankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Indragiri, .

Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indragiri yang
bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minurn Tirta
Indragiri untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar,
Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu
kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum,.

. Restrukturisasi adalah \paya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda

sebagai salah satu langkah Strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda
guna memperbaiki kinerja Perumda.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan
dar. mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomj yang
berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air yang ditetapkan oleh Bupati untuk
pemakaian setiap meter kubik (m®) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh
Perusehaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indragiri yang wajib dibayar oleh
pelanggan.



Pasal 2
Marsud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menyelenggarakan

pemanfaat umum berupa penyediaan air yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3
Tujuar ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pelayanan
umum kepada masyrakat terhadap penyediaan air minum yang berkualitas.

Pasal 4
Ruang Lingkup ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah -
Nam.a dan Tempat Kedudukan.
Fungsi dan Kegiatan Usaha.
Modal.
Organ dan Pegawai.
Satuan pengawas intsrn, komite audit dan komite lainnya.
Perencanaan. Operasional dan Pelaporan.
Tahun Buku dan Penggunaan Laba. ‘
. Evaluasi Restm#cturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum.
Pembinaan dan Pengawasan.
KKepailitan.

Mo no g

ot o’

‘BAB 11
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal §
(1) Peruinda Air Minum Tirta Indragiri berkedudukan dsn berkantor pusat di
ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir.
(2) Perumda Air Minum Tirta Indragiri dapat membentuk kantor unit layanan
dalam Kabupaten Indragiri Hilir,
(3) Pembukaan Xantor Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan dewan
pengawas.

BAR III
FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 6
Perumda Air Minum Tirta Indragiri merapunyai fungsi :
a. penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air
minum; l
b. penyusun dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan
pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
c. penyeclenggara pemasangan ja.ingan instalasi air minum sesuaj cdengan
peraturan perundang-undanga- yang berlaku; ‘
d. pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan
instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
€. penyuluhan dan pembinaan " kepada masyarakat dalam penyediaan,
penggunaan, dan penanganan. air minum;dan
f. pengkajian tarif air sesuai dengan |peraturan perundang-undangan yang
berlaku. r
' |
’ Pasal 7 [
Kegiatan Usaha Pérum Ja Air Minum Tirta Indragiri meliputi :
a. penyediaan air minum yang memenuhi Syarat-syarat kesehatan bagi
masyarakat Daerah dan sekitarnya;
b. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM:

C. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum vang
dilaksanakannya; :



N

penyusunan prosedur o
pengeloiaan SPAM;
peningkatan sumber daya manusia sesuaj dengan standar kompetensi
pcngcmbe_ngaz]x SPAM dan pengelolaan SPAM; dan

I

mengembangkian kerjasama dalam penyedisan air minum dan jenis usahg
lain delam rangka menurnjang pembanguaen ekonomi Daerah.

perasional standar pengembangan SPAM dan

BAB IV
MODAL
- Pasal 8

Modal dasar Perumda terdin dari :

a.

b.

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daer
dipisahkan; dan

Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Perumda Air
Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai pada saat penyerahan

setelah diaudit olsh Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupari.

ah yang bersumber dari Kekayaan daerah yang

Pasal ©
Modal Perumda Air Minum Tirta Indragiri dapat bersumber dari -
a. peényertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
Sumber modal leinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 10

Pemerintah Daerzah dapat melakukan penamb
Drarsh dalawm Peg

ahan penyertaan modal
ramda Air Minum Tirta Indragiri,

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
CRGAN DAN PEGAWAI
| Bagian Kesatu
‘ Umum
Pasal 11
Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Indragiri dilakukan oleh organ
Perumde Air Minum Tirta Indragiri.
Organ Perumda Air Minum Tirta Indragiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
¢. Direksi.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 12
Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air
Minum Tirta Indragiri. ‘
Bupati selaku pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Indragiri
mempunyai kewenangan mengambil keputusan. ‘
Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksu
dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
a. perubahan anggaran dasar; :

d pada ayat (2)

antara lain:



-

c. kerja sama:

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak Perusahaan
dan/atau penyertaan modai;

€. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dar modal
kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

g. penghssilan Dewan Pengawas dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan iaba:

i. pengesahan laporan tahunan;

i 2 penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan
pembubaran Badan Usaha Milik Daerah: dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari S0% (lima puluh persen) dari jumlah
kekavaan bersih Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu)

transaksi atau lebih.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kKewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 13

KPM tidsk bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta In dragiri
apabila dapat membuktikan:

a.

b.

tidak mempuriyai kepentingan pribadji
langsung;
tidak ‘erlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perumda Air Minum Tirta Indragiri;:dan/atau

tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
kekayaan Perumda Air Minum Tirta Indragiri secara melawan hukum.

baik langsung maupun tidak

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran: dan
C. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 15
Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur Pejabat Pemerintah
Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen.
Pejabat Pemejintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
bertugas melaksanskan pelayanan publik.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat tl] diangkat
oleh KPM.

Fasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan

a.
b.

oo

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

sehat jasmani dan rohani; ‘
memilild keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik, dan dedikasi" ‘yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

memahami penyelerggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajerien rerusahaan yang berkaitan dengan salal satu
fungsi menajemen;



¢. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g Dberusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertamasa
kali,

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan ussha yang dipimpin
dinyatakan pallit:

J. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

r ;

lurus keatas, ke bawah, atau ke samping,
karena perkawinan.

Pasal 17

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melaluj seleksi.

2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi
tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tira atau
lembaga profesional.

(3) Calon anggota Dewan Pengawsas yang dinyatakan Ilulus seleks;
menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat
Dewan Pengawas.

(4] Pengangkatan anggota Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi,
kecuali untuk pengangkatan pertama kali padu saat pendirian.

wajib
sebagai anggota

masa
(6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (S), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani

kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

(7) Ketentuan lebih larjut  mengenai seleksi, pengangkatan, dan
pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

1asal 18

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas
efisiensi dan efektifitas kepltusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi
kepentingan Perumda Air Minum Tirta Indragiri.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu)
anggota,l (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai
Dewan Pengawas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan Ketua Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

orang
Ketua

Pasal 19
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan,



Paragraf 2
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Pasal 20
Dewan Penigawas bertugas:

a. melakukan pPengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Indragiri;
dan

b. mengawasi dan memberi nasitiat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan Perumda Air Minum Tirta Indragiri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (

Pengawas mempunyai wewenang:

a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta
Indragiri;

b. menilai Laporan yang disampaikan Direksi
pengesahan KPM;

C. meminta keterangan Direksi mengenai p
Perumda Air Minum Tirta Indragiri; dan

d. mengusullian pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi,
dan pembeérhentian Direksi kepada KPM,

Dewan Pengawas wajib:

a. menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta
Indragiri dengan itikad baik dan bertanggung jawab:

b. melaporkan hasil pengawasan pada KPM; dan

¢. membuat dan memelihara risalah rapat.

Setiap anggota Dewan Pengaws:s bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

1) Dewan

untuk mendapatkan

engelolaan dan pengembangan

disetorkan ke rekening kas umum Daerzh.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban

sebagaimana dimalssud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam
Peraturan Bupati. _

Paragraf 3
Penghasilan
! Pasal 22

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
Renghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling banyak terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan; :
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau fasilitas kerja,

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas
diatur dalam Peraiiran Bupati.



Paragraf 4

Pemberhentian
; Pasal 23

Jebatan anggota Dewan Pengawas berakhir atay berhenti apabila:
a meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-wakty.
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

|

Pasal 24

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa
jebatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf
b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan
tugas akhir mesa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
masa jabatannya.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan
paling lambat 1 (s¢tu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang
atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Perigawas
yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan
disampaikan kepada XPM.

Pasal 25
Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan
pemberhentian,
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakjukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutsn:
a. tidak dapat meleksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
dan/atau ketentuan anggaran dasar;
C. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatken kerugian
pada Perumda Air Minum Tirta Indragiri, negara, dan /atau Daerah;
d. dinyatalkan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum teta
¢. mengundurkan diri;

f. tidek lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah

Daerah seperti Restrukturisasi dan pembubaran Perumda Air Minum
Tirta Indragiri.

undangan

Paragraf 5

Larangan
' Pasal 26
Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku 2 (dua) jabatan atau lebih
dari jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota komisaris.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan
sebagai anggofa Dewan Pengawas dan/atau anggota komisaris.



(2)

(1)
(2)

Untuk  dapat diangkat scbagai anggota Direksi
memenuhi syarat sebagai berikut:

a.
b.

pom e o

[y

—

. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga be

Dalam: hal ketentuan sebagaimana dimaks
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (
bersangkutan diangkat memangku jaba
Pengawas atau anggota komisaris

ud pada ayat (2) tidak
dua puluh) hari kerja sejak yang
tan baru sebagai anggota Dewan
) “emua jabatan yang bersangkutan
atau anggota komisaris dinyatakan

. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah,
Negara, dan/atau badan usaha milik swasta:

b. pejabat lainnya sesuaj dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan; dan/zatau

C. pejabat lain yang dapat menimbulkan konfli
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksy
sanksi administratif berupa diberhe
sebagai anggota Dewan Pengawas.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada eyat (2) tidak
dilaksanakanioleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sej
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan
Pengawas dinyatakan berakhir.,

k kepentingan.
d pada ayat (1) dikenai
ntikan sewaktu-waktu dari iabatan

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 28

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta
Indragiri.

Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 29
yang bersangkutan harus

sehat jasmani dan rohani:

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yYang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

memaharmi majjlajemen perusahaan;

memiliki pengelahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
berijazeh paling rendah Strata 1 (S-1);

pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dibidang manajerial
perusahaan berbadan hukum da1 pernah memimpin tim;

berusia paling rendah 35 (tiga puiuh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris
yvang dinyatakan bersalah mcayebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit; -

tidek pernah dihukum karens melakukan tindak
keuangan negare atau keuangan Daerah;

tidak sedang menjalani sanksi pidana;.

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
calon wakil kepala daerah,dan /atau calon anggota legislatif: dan

pidana yang merugikan

rdasarkarn garis

lurus keatas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubun gan yang timbul

karena perkawinan.



Pasal 30
Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
Sclcksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi
tahapan uji, kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau
lembaga profssional.

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi
menandatangani kontrak kinerja sebelum
Direksi.

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ddak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai

wajib
diangkat sebagai anggota

Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimalksucl pada
ayat (4), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang
dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai  seleksi, pengangkatan, dan
pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Jumlah anggota Direksi ditetapkan cleh KPM berdasarkan asas efisiensi
dan efektifitas keputusan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Indragiri.
Jumleh anggota Direksi sebegaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Direktur utama diangkat dari satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2].

Ketentuan lckrih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi sebagaimana

dimaksud paca ayat (1) dan pengangkatan direktur utama sebagaimana
dimaksud paca ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pisal 32

Anggota Direksi diangkat untuk riasa jabatan paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

a.

b.

ditentulan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan ' .

dalam hal anggota Dircksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi
yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Pasal 33

Direksi mempunyai tugas:

=

°pog

™

menyusun rencana, melakukan koordinasi, dan pengawasan secluruh
kegiatan operasional:

membina pegawai; ‘

mengurus dan mer.gelola kekayaan;

menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

menyusun Rencana Strategis Bisnis (corporate plan) 5 (lima) tahunan yang
disahkan olehh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;

menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis (bussines plan) dan
Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Indragiri yang merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (corporate plan)
kepada KPM melalui Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sejak
dilantik; dan

menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.



Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalem Pasal 33 Direksi
Mmempunyai wewenang :

a.

Ao

™

(1)

(2)

mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta
Indragiri berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta
Indragiri ;

menetapkan susunar organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta
Indragiri dengan persetujuan Dewan Pengawas:

mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;

mewakili Perumda Air Minum Tirta Indragiri di dalam dan di luar
pengadilan;
menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda
Air Minum Tirta Indragiri ;

menandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan;

menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum
Tirta Indragiri berdasarkan persetujuan KPM atas pertim

bangan Dewan
Pengawas; dan

- melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan

kerjasama dengan pihak lain dengan persetujiuan KPM gtas pertimbangan

Dewan Pengawas dengan mern aminkan aset Perumda Air Minum Tirta
Indragiri.

Pasal 35
Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta
Indragiri apabila:
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Indragiri
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
b. anggots Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Indragiri.
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Indragiri yaitu:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepenringan
deagan Perumda Air Minum Tirta Indragiri;
b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Indragiri; atau
¢. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi

atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan
Perumda Air Minum Tirta Indragiri.

Pasal 36
Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum
Tirta Indragiri.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalaj menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi
vang karena kesalahan ztay kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perumda Air Minum Tirta Indragiri, kecuali anggota Direksi yang
bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut
disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 37
Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
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(<)

(4)

(5)

(1)

Penghasilan angpota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (
banyak terdiri atas: :

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekeiiaan.

Ketentuan lebih lanjut mer.genai penghasilan Direksi diatur dalam
Peraturan Bupati. ]

1) paling

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 38
Jabatan anggota Direksi berakhir atau berhenti apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewalctu-walty.
Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 39
Dalam hal jabaten anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya
berakhir sebagainm.ana aimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1) huruf b, anggota
Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhi- masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat
1 (satu) bulan setelah berakhir mesa jabatannya.
Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian
dan rekomenglasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang
atau memberhentikan anggota Direksi.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

tWjuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan
disampaikan kepada KPM.

Pasal 40
Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan
sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan
sccara sah, anggota Direksi yang bersangkuten:
a. tidak dapat melaksanakan tugas; -
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
, Ppada Perumda Air Minum Tirta Indragiri, negarza, dan/atau Daerah;
d. dinyatakam bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempuny:iz.i kekuatan hukum tetap;
mengundurkan diri;
tidak lagi’ memenuhni persyaratan sebagai anggota Direksi
dengan ketentuan peraturar. perundang-undangan; dan /atau
8. tidak terpilih lagi dalam ha. adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti Restrukturisasi dan pembubaran Perumda Air Minum
Tirta Indragiri.

=0

sesual



(4)

(1)

(2)

Pasal 41
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi,
pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Indragiri
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air
Minum Tirta Indragiri untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi
sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
Dalam hal terjadi kekosonigan jabatan seluruh anggota Direksi dan
seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta
Indragiri dilaksanakan oleh KPM.
KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta
Indragiri untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air
Minum Tirta Indragiri sampai dengan pengangkatan anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama & (enam) bulan.

| Paragraf 5
: Larangan
- Pasal 42
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
E. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
C. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan
sebagai anggota Direksi. -
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi
dinyatakan berakhir.

Paragraf 6
Rapat Direksi

Pasal 43
Rapat Direksi Perumda Air Minum Tirta Indragiri diselenggarakan secara
periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Direktur utama memimpin rapat Direksi.

Pasal 44
Segala keputusan Direksi diamt il dalam rapat Direksi.
Dalam keadaan tertenty, kepufusan Direksi dapat diambil diluar rapat
Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi
yang diputuskan.
Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang
dibicarakan dan diputuskan,' termasuk apabila terdapat pernvataan
ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 45
, Pegawai
Pegawai Perumda Air Minum Tirta Indragiri merupakan pekerja Perumda
Air Minum Tirta Indragiri  yang pengangkatan, pemberhentian,
kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian
kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai ketenagakerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenal pengangkatan, pemberhentian,
kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum Tirta

Indragiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.



| BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT
' Paragraf 1
Umum
Pasal 46
Perumda Air Minum Tirta Indragiri membentuk satuan pPeéngawas intern dan
komite audit, dan jika dipandang perlu membentuk komite lainnya untuk
membantu pelaksanaan tugas Direiksi dan Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Intern
Pasal 47
(1) Satuan pengawas intern merupakan aparat pengawas intern Perurnda Air
Minum Tirta Indragiri,

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan

Pengawas.
Pasal 48
Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
a. membantu {:lircktur utema dalam melaksanakan pemeriksaan

operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Indragiri, menilai
pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum
Tirta Indragiri, dan memberikan saran perbaikan:

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil

pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada direktur utama; dan

¢. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 49
(1) Satuen pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan
tugas kepada direktur utamsa dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung
kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pacla ayat

(1),

Pasal 50
(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas

intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti
dalam rapat Direksi,

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang
diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan
hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 51
Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib  menjaga
kelancaran tugas satucn organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta
Indragiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Paragraf 3
Komite Audit
| Pasal 52
(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang
bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam
melaksanakan tugas pengawasar..
(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur

independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
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(3)

Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (

1) dalam pelaksanaan
tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan peng

awes Intermn.

Pasal 53

Komite audit mempunyai tugas:

a.
b.

C.

(3)
(4)

()

membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem
pengendelian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh
satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
memberikan rekomendasi mengenai penyemp

urnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya;

Pengawas; dan
melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan
oleh Dewan Pengawas. .

" Pasal 54
Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Indragiri tidak mampu
membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda
Air Minum Tirta Indragiri dapat tidak membentuk komite audit dan komite
lainnya.
Dalam hal tdak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit
dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 55
Direksi wajib menyiapkan rencana ktisnis yang hendak dicapai dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mermuat:

a. eveluasi hasil rencana bisnis- sebelumnya;

b. kondisi Pejumda Air Minum Tirta Indragiri saat ini;

C. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;dan

d. penetapan'visi, misi, Sasaran, strategi, kebijakan, dan program Xerja.
Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan
Pengawas untuk ditandatangani bersama.

Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas
disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 56

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan
penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
Rercana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat rencana rinci program Kerja dan anggaran tahunan.
Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan

Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani
bersama.
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(¢) Fencana kerja dan anggaran yang telah ditandatanganj bersama Dewan
Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pPengesahan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan
anggearan Perumda Air Minum Tirts Indragiri diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Qperasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 58
(1) Operasicnal Perumda Air Minum Tirta Indragiri dilaksanakan berdasarkan
standar operasional prosedur,
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Direksi den disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1} h
memenuhi unsur perbaikan secars berkesinambungan.

(4] Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat aspek:

organ;

organisasi dan kepegawaian;

keuangan;

pelayanan pelanggan:

resiko bisnis;

pengadaa:: barang dan jasa;

pengelolaan barang:

. pemasaran: dan

pengawasan.

(5) Pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
antara lain meliputi:

a. pemasangan baru; dan/atau
b. penanganan pengaduan.

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air
Minum Tirta Indragiri.

(7) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pelanggan sebagaimanag
dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

arus
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Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 59
(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Indragiri dilaksanakan
dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2] Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
C.! pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran. .
(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan VYan
pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan Perumda ~ir Minum Tirta Indragiri;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Indragiri agar
memiliki daya saing yang kuat, baik Sccara nasional maupun
internasional:

sesuai

§ Baik sebagaimana dimaksud



(2)

3)

(4)

C. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Indragiri secara
profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Indragiri;

d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Indragiri dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minurn Tirta
Indragiri terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian
lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Indragiri;

€. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Indragiri dalam
perekonormian nasional; dan

f. meningkatken iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi
nasional. ,

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Fenerapan Tata Kelolae Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2
(dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Indragiri didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 60
Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirca Indragiri
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air

Minum Tirta Indragiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati,

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 61
Perumda Air Minum Tirta Indragiri dapat melakukan kerjasama dengan
pihak lain.
erjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling

menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah,
masysarakat luas, dan pihak yeng bekerja sama.

Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Indragiri dengar pihak

lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal

Perumda Air Minum Tirta Indragiri.

Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki

Perumda Air Minum Tirta ndragiri, kerjasama dimaksud dilekukan

melalui kerjasama operasi.

Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku

ketentuan: ~

a. disetujui oleh KPM:; .

b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Indragiri 3 (tiga) tahun
terakkhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda
Air Minum Tirta Indragiri yang berasal dari penyertaan modal Daerah;
dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama,

Berumda Air Minum Tirta Indragiri memprioritaskan kerja sama dengan

Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung

kerja sama Daerah. -

Pemerintah Daerah dapat memberikan peénugasan kepada Perumda Air

Minum Tirta Indragiri untuk melaksanakan kerja sama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda Air Minum Tirta

Indragiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati. ’
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(2)

(3)

(4)

Paragraf 5
Penetapan Tarif
Pasal 62
Perumda Air Minum Tirta Indragiri dalam menetapkan Tarif untuk standar
kebutuhan pekok air minum mempertimbangkan prinsip-prinsip:
a. keterjangkauan dan keadilan:
b. mutu pelayanan:
€. pemulikan biaya;
d. efisiensi pemakaian air;
¢. transparansi dan akuntabilitas;
f. perlindungan air baku:dan
g. pelestarian sumber air.
Direksi menyusun perhitungan penentuan Tarif dengan memperhatikan
prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Hasil perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
disetujui oleh Dewan Pengawas diusulkan Direksi untuk mendapatkan
pengesahan dari KPM.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) }iiatur dengan Peraturan Bupati.
|
‘ Bagian Ketiga
Pelaporan
Pzragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 65
Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan
tahunan. ' :
Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan
kepada KPM.
Laporan triwulan sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) disampaikan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lama S0 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda
Air Minum Tirta Indragiri ditutup.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh
KPM.
Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan
alasannya secara tertulis,

Ketentuan lebih lanjut men

genai pelaporan Dewan Pengawas diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 64
Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Indragiri terdiri atas 1|
bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pacla ayat
(1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yvang
disampaikan lepada Dewan Pengawas.
Laporan tahunan s=hagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan
keuangan yang telah diaudit dan lapcran manajemen yang ditandatangani
bersama Direksi dan Dewan Fengawas,
Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM
paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

aporan




Direksi mempublikasikan
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah la
Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan
alasannya secara tertilis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Direksi diatur dalam Peraturan
Bupati.

Faragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 65

Laporan tahunar Perumda- Air Minum Tirta Indragiri paling sedikit
memuat:

laporan keuangan;

leporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Indragiri;

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi

kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Indragiri;

laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh

Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas:dan

g. penghasilan anggcta Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk
takin yang baru lampau.

Lapcran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

sedikit memuat:

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan
dengan tahun buku sebelumnys;

laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan:
laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas;dan
catatan atas laporan keuangan.
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BAB VIII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
‘ Pasal 66 '

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Indragiri disamakan dengan

tahun takwim.

Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Indragiri digunakan untuk:

&. pemenuhan dana cadangan:

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum,
pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta
Indragiri yang bersangkutan; -

C. dividen yang menjadi hak Daerah;

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

¢. bonus untuk pegawai;

f. tanggung jawab sosial dan lingkungan;dan/atau

8. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

+ perundang- undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penggunaan laba Perumda Air

Minum Tirta Indragiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Feraturan Bupati. -

Pasal 67

Dividen Perumda Air Minum Tirta Indragiri yang menjadi hak Daerah
merupekan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.



Pasal 63
Apabila perhitungan iaba rugi pada suatu tahun
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana c
tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Indragiri dan
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum

seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

buku menunjukkan adanya
adangan, kerugian tersebut

BAB IX
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 69
(1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Indragiri dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Indragiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan cleh:
a. Perumda Air Minum Tirta Indragiri;
b. Pemerintah Daerah: dan/atau
c. kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. penilaian lkinerja; '
b penilaian tingkat kesehatan; dan
C. penilaian pelayanan.

Pasal 70

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air
Minum Tirta Indragiri.

(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air
Minum Tirta Indragiri dan disampaikan kepada KPM.

(3] Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Indragiri menjadi
dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Indragiri. :

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta

Indragiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Pasal 71

(1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta
Indragiri agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan
profesional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Indragiri;
b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak Daerah; dan/atau
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kornpetitif

kepada kohsumen.

(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Indragiri
yang terus menerus mengelami kerugian dan kerugian tersebut
mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Indragiri.

(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memyerhatikan efisiensi

biaya, manfaat, dan resiko. - »

- Pasal 72

(1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau
Restrukturisasi perusahaan,
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(3)

(2)

Restrukturisasi

melalui:

&. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manejemen,
operasional, sistem, dan prosedur; dan/atau

b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan
Perumda Air Minum Tirta Indragiri untuk menetapkan arah dalam
rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan
Bupati. f

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum
Pasal 73

Perumda Air Minum Tirta Indragiri dapat melakukan perubahan bentuk

hukum.

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
rangka mencapai tyjuan Perumda Air Minum Tirta
Restrukturisasi.

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Indragiri dan

perubzhan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah.
Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Ind ragiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tersendiri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
i Pasal 74
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
Perumda Air Minum Tirta Indragiri. '
Pembinaan s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris Daerah; L
b. pejabat pada Pemerintah Dierah yang melakukan fungsi pembinaan
teknis Badan Usaha Milik Daerah:dan
¢. pejabat pada Pemerintah Daersh yang melaksanakan fungsi
pengawasan atas permintean Sekretaris Daerah.

Bentuk pembinaan oleh pejabs: pada Pemerintah Daerah yang melekukan
fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:

. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
pembinaan kepengurusan:
pembinaan pendayagunaan aset;
pembinaan pengembangan bisnis;
monitoring dan evaluasi;
administrasi pembinaan;dan
fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

W o poop

Bagian Kedua
FPengawasan
Pasal 75
Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Indragiri dilakukan untuk
menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Pengawasan sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) terdiri atas:
a. peéngawasan internal; dan
b. pengawasan eksternal.



(1)

(2)

W

(4)

(3)

(1)

Pengawasan internal seb
dilakuken oleh satuan pe
lainnya.

agaimana dimaksud pada ayat (2) huraf a
ngawas intern, komite audir, dan/atau komite

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang
fungsi pengawasan.

hvruf p
melaksanakan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud
paca ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati,

BAB X1
KEPAILITAN
Pasal 76

Perumda Air Minum Tirta Indragiri dapat dinyatakan pailit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi Perumdz Air Minum Tirta Indragiri hanya dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Indragiri

dinyatakan pailit setelah memperolch persetujuan dari Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan
kekayaan Perumda Air Minum Tirta Indragiri tidak cukup untuk menutup
kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungz
jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi
anggota Direksi vang salah atau lalaj yang sudah tidak menjabat 5 (lima)
tahuu sebelum Perumda Air Minum Tirta Indragiri dinyatakan pailit,

Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 77
Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Indragiri yang dinyatakan pailit
dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah
Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar
masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang
dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan
kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.
' i

|
: | BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

- Piasal 78

Kewajiban, sarana, prasarana aset, kepengurusan, kepegawaian, dan
permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indragiri

Kebupaten Indragiri Hilir heralih kepada Perumda Air Minum Tirta
Indragiri.

Periodesas: jabatan Dewan Pczigawas dan Direksi yang telah ditetapkan
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79 1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengesta
Daerah ini dengan pene
Indragiri Hilir.

huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
mpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkar di Tembilahan

Diundangkan di Tembilahan
padatanggal 96 LMoY o9
SFKRETARIS DAERAH
WUPATEN\. RAGIRI HILIR
&
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIR! HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang . a. bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna
yang sebesar-besamya dalam pengelolaan usaha
pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih yang
bersih dan sehat kepada masyarakat;

b. bahwa  dengan  diberlakukannya  Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum
Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang
perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Indragiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada  huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Indragiri .

Mengingat © 1. Undang-Unaang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),




Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Indragiri
Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965, Nomor 49 Tambahan Lembarun Negara
Republik Indonesia Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

" Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara

10

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
'ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undany-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahzraan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomoir 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembenwkan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389),

Undang-'Jndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana ‘elah diubah beberapa kali, terakhir
dengan !!ndzna-Undang Nomor 12 Tahun 2008

g



11.

12,

13.

14.

15.

16.

1Z.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penierintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pusat di
Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pegawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

47AT7Y.

Nomer 47273

fh



18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahin, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturar Perundang—undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor
23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi :{ewenangan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2008 Nomor 23);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor
29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2008 Nomor 29).

Déngan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TIRTA INDRAGIRI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

6 Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM, adala_h
tata kerja dan prosedur/mekanisme penyediaan dan pengembangan air
minum vana imenjadi tugas dan kewenangan PDAM



Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

. Direktur adalah Direktur PDAM.

9. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Direktur.

Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan,
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan
dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak
penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

Modal dasar adalah modal yzng ditetapkan sebagai penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada PLAM.

Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor.

Pelanggan adalah percrangan dan badan yang mendapatkan layanan
PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,
cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu.

Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air yang mencakup
biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi,
biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.

Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi
Volume Kehilangan Air Standar.

Tarif PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebiiakan harga jual air
dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai
kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM.

Tahun Takwim adalah perhitungan anggaran dalam 1 (satu) tahun
terientu.

BAB Il
PENDIRIAN DAN ATRIBUT

Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31
Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 3

(1) Untuk identitas resmi, PDAM dapat mermakai atribut yang
malambangkan tujuan tugas dan fungsinya dengan mempertimbanagkan

budaya daerah.



(2) Atribut PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB 1lI
PENYELENGGARAAN UMUM PDAM

‘ Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 4
(1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk
menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk
masyarakat umum.

(2) Untuk melaksanakan kewcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PDAM memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya kota
Tembilahan dan sekitarnya serta kota-kota di kecamatan .

b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM.
c. Mensosialisasikan bentuk layanan air minum/air bersih PDAM
kepada masyarakat.

d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana
sumber air tanah tidak dapat memenuhi persyaratan kesehatan untuk
digunakan sebagai air minum.

e. Mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas
produksi yang tersediam

f. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber
daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Perluasan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, berupa
pemberian izin penggunaan mesin pompa hisap air pada pipa persil
pelanggan dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh PDAM.

(4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak
Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sifat

Pasal 5

"‘ifﬁ-"* Olf-":J}":l |".'{f'; Di‘u’.‘-M qdﬁ!};h i
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a. Berusaha di bidang pengelolaan, transmisi dan distribusi air layak
konsumsi dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, serta usaha lainnya yang dapat mendorong
perkembangan perusahaan di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip
ekonomi perusahaan;

b. Melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air
layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu; dan

c. Berusaha secara terus menerus untuk mencari air baku dalam rangka
pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6
Tujuan dari PDAM adalah :

a. Melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintah Daerah khususnya
dibidang :
1. Pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi
dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;

2. Peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari usaha
pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi

dan air bersih; dan
3. Pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

b. Mengembangkan pemenuhan kebutuhan air layak konsumsi bagi
masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat

dan sejahtera.

Pasal 7

(1) Untuk mendukung terwujudnya tujuan PDAM sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 6, PDAM wajib menjalin hubungan yang baik dengan

pelanggai.

(2) Tata cara menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lapangan Usaha

Pasal 8
(1) Lapangan usaha PDAM adalah :



a. Mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat
kesehatan bagi masyarakat di daerah: ’

b. Mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air
dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.

(2) Dalam pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
melibatkan peran serta masyarakat.

(3) Tata cara pengembangan Jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) “uruf b, di tetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.

:3AB IV
-MODAL

Pasal 9
(1) Modal dasar PDAM terdiri dar,
a. Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva
Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir pada saat
penyerahan.

(2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
‘ ditambah dari penyisihan sebagian kekayaan daerah, bantuan-bantuan
dan pinjaman yang bersifat tidak mengikat.

(3) Semua alat pembayaran dalam bentuk uang, surat berharga seperti cek,
bilyet giro, deposito dan sejenisnya (alat likuid) disimpan di bank milik
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB V
CRGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ
dan kepegawaian.

(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Bupati selaku pemilix modal;
b. Dewan Pengawas: dan
c. Direktur.




(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
@)

(1)

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah,
professional dan/atau masyarakat konsumen yang ditetapkan oleh
Bupati.

Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 12
Calon anggota Dewan Penga ~as harus memenuhi persyaratan:
a. Menguasai manéjemen PDAM;
b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur

sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping
termasuk menantu dan ipar.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13
Jumiah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 ( tiga ) orang

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah
satunya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang
sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 14

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun ¢
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas seb
dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur de-
PDAM delam meningkatkan kinerja pelayanan air
masyarakat.



Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.

b.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap
pengurusan dan pengelolaan PDAM;

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta ataupun
tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain
mengenai pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh
Direktur, rencana, perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman
dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan
atau menanda'angani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business
plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM
yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, mempunyai wewenang : ‘

a.
b.

(1)

(2)

(3)

Menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM:

Menilai Laporan Triwulan dan iaporan Tahunan yang disampaikan
Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;

Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan
PDAM:; dan

Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan
pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 17
Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk
Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan
Pengawas.

Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada

Anggaran PDAM.

rembentukan Sekretarial Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) 1an ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

th
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(1)
(2)

(3)
“4)

)

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian e

Pasal 18
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Ketua Dewan Pengawas merangkap ahggota menefima uang jasa
paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa
paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.

Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak
35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaiji Direktur.

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas
memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan
berpedoryan pada ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan
kemampuan PDAM.

(1)

(2)

- Pasai 20

Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian vang besarnya
ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan FDAM.

Dewan Ferigawas yang diberhentikan dengan hormat sebelurn masa
jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat
telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahur.

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa
jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 21
Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
a. Masa jabatannya berakhir; dan
b. Meninggal dunia.
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

a. Permiméaaii scidn.,

fH



(3)

(1)

(2)

(M

(2)

(3)

(4)

(1)

Reorganisasi;

Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
Mencapai batas usia 65 {enam puluh lima) tahun;
Tidak dapat melaksanakan tugas;

Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan

Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan daerah atau Negara.
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Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22
Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan
sementara.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan deingan Keputusan Bupati.

Pasa; 23

Paling lambat 1 (satu) bulan séjak pemberhentian sementara, Bupati
melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk
menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belurn melakukan rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal

demi hukum.

Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang
bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Apabiia perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Pengawas
merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Direktur

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 24
Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Batac usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama
kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 25
Calon Direktur harus memenuhi persyaratan :
a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1(S-1);

b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM
atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola
perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan
dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya
dengan penilaian baik;

c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri
yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

d. Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM:

e. Bersedia bekerja penuh waktu:

f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatiMWakil Bupati atau
Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau
kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

@. Lulus uji kelayakan dan kepaiutan yang dilaksanakan oleh tm ahli
yang ditunjuk oleh Bupati.

h. Tidak menjadi pengurus Parai Politik/ Pegawai iNegeri Sipil/ TNI dan/
atau POLRI

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. :

Pasa! 25
Jumlah Direktur ditetapkan sebanyak 1(satu) orang

Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali

masa jabatan.

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM da
pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.



Pasal 27
(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah
Pusat dan Daerah;

b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha
swasia;

c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada
PDAM; jan/atau

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Direktur tidak.boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung
atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
pada PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direktur mempunyai tugas: -

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh
kegiatan operasional PCAM;

Membina pegawai:

Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM,;

Menvelenggarakan administrasi umum dan keuangan,

Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business
plan/corpora'e plan} yang disahkan oleh Bupaii melziui usul Dewan
Pengawas,; -

f. Menyusun dan menyampaixan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan

PDAM yang merupakan penjepoaran tahunan dart Rencana Strategis
Bisnis (business plan/corporare plan) kepada Kepala Caerah melalui

Dewan Pengawas; dan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

® oo o

Pasal 29

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri dari
Lanoran Triwulan dan L aporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada

Dewan Pengawas.
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3)

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang
ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas, dan

disampaikan kepada Bupati.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM
ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari seteiah diterima.

Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya
secara tertulis.

Pasa! 30

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
mempunyai wewenang :

a.

(1)

Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan
Kepegawaian PDAM,;

Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan
Dewan Pengawas;

Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;

Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili FLAM;
Menandatangani laporan bulanan dan laporan tzhunan;

Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan
persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan
kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas
pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat
diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

Tata cara penggunaan dana refresentatif ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

4)

(1)
)

)

(4)

&)

(1)

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32
Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan
Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati
menunjuk/mengangkat Direktur yang !ama atau seorang pejabat
struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.

Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling
lama 6 (enam) bulan.

Terhadap Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 33
Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan
anax; dan

b. Tunjangan lainnya.

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh
bagian dari jasa produksi.

Besamya gaji, tunjangan, dan bagian dar jasa produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati
setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawasdan kemampuan
PDAM.

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan
Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak
boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya
berdasarkan realisasi Anggaran ®DAM Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 34

Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa
pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul
Dewan Pergawas dan kemampuan PDAM.

2



(2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya

3)

(1)

(3)

berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimaha dimaksud
pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1

(satu) tahun.

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa
jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 35

Direktur berhenti karena :
a. Masa jabatannya berakhir; dan
b. Meninggal dunia.

Direktur diberhentikan karena:

a. Permintaar. sendiri;

b. Reorganisasi;

c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
d

. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara;

e. Mencapal batas usia 50 (enam puluh) tahun; dan
f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pemberhentian Direktui sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d diberhentikan sementara
oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama

1 (satu) bulan.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada
yang bersangkutan.

Pasal 37

Paiing lambat 1 (satu) buian sejak pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dewan Pengawas melakukan
sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan vang bersangkutan

diberhentikan atau direhabulitasi.

S



(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana

3)

(4)

dimaksud pada ayat (1) sebegai bahan bagi Bupati untuk
memberhentikan atau merehabilitasi yang bersangkutan.

Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap
menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak
pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat
Pegawai

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 38

Untuk dapat diankgat menjadi pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a.
b.

Warga Negara Republik Indonesia;

Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga
puluh lima) tahun;

Tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dar Femerintah;

Tidak pernan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai
instans: pemerintah atau swasta;

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Kepolisian;

Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

Lulus seleksi;

Syarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah
ditetapkan.

Pengangkatan pe:gawai dilakukan oieh Direktur atas persetujuan Bupati.

Jumiah pegawai' yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan
kemampuan keuangan PDAM.



(1)

(2)

3

(4)

(1)

(1)

(3)

' Pasal 40
Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan
dalam masa percobaan.

Masa percobaan sebagaim.ina dimaksud pada ayat (1) paling cepat 3
(tiga) bulan dan paling iama 6 (enam) bulan dengan ketentuan
memenubhi daftar penilaian setiap unsur paiing sedikit bemilai baik.
Penilaian sebagaimana dimasud pada aya't (2) meliputi :

Loyalitas;

Kecakapan,

Kesehatan:

Kerjasama;

Kerajinan;

Prestasi kerja; dan

Kejujuran. |
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Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi
petsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan
tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 41
Sesuai (lengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat,
golongan dan gaji pokok.

Pengaturan pangkat, golongan dan gaji d'tetapkan dengan Keputusan
Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM selelah mendapat

persetujuan dari Bupati.

Pasal 42
Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat
mengangkat tenaga kontrak atau lenaga honorer sesuai kebutuhan.

Pemberian honorarium terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer
sebagaimana dimzaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Direktur yang berpedoman pada upah minimum daerah.

Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimanra dimaksud pada ayat
(1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 43
Batas usiz". pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.



(2)

(1

(2)

(3)

(4)

(5

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan
pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan
ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2
" Penghasilan
Pasal 44

Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya
yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung
jawabnya.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputi :
a. Tunjangan pangan;

b. Tunjangan kesehatan; dan

c. Tunjangan lainnya.

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan kepada pegawai -beserta keluarganya yang menjadi

tanggungan.

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain yang
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan kemampuan PDAM.

Pasal 45

Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip
skala gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan

Direktur.

(1)

@)

Pasal 46

Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling
tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah
menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari

gaji pokok untuk setiap anak.



(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

(4)

(1)

(2)

diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, datam hal anak
masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
sekolah/perguruan tinggi.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling
banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

Pegawai berhak atas jaminzn hari tua yang dananya dihimpun dari
usaha PDAM atau iuran. pegawai PDAM yang ditetapkan dengan
Keputusan Direktur.

Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian
dari jasa produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan
kemampuan keuangan PDAM.

(2)

Pasal 49

Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja
Pegawai diberikan kena‘kan gaiji herkala.

Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kenai<an gaji berkala ditunda paling lama 2
(dua) tahun.

Paragraf 3
Penghargaan dan Tanda Jasa

Fasal 50

Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mermpunyai
masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30
tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan

PDAM.

Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah
menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.



Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan ‘

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan
Undang-Undang Dasar 1945;

b. Mendahulukan kepentingan PDAM di ate s kepentingan lainnya;
c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Setiap Pegawai dilarang :
a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;

b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri
sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan

c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 5
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan Fukuman.

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi :

a.
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Teguran lisan;

Teguran tertulis;

Penundaan kenaikan gaji berkala;
Penundaan kenaikan pangkat:
Penurunan pangkat;

Pembebasan jabatan;
Pemberhentian sementara;
Pemberhentian dengan hormat; dan
Pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimara dimnaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



Pasal 54

(1) Pegawai PDAM diberhentikan serentara apabila diduga' telah

(2)

2)

3)

(1)

(2)

(3)

melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau
tindak pidana.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukurn tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

Pegawai PDAM yang diberhentikan scmentara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56, mulai bulan berikutriya diberikan 50% ( lima puluh per
seratus) dari gaji. .

Dalam hal pegawai yang diberhe1tikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang
bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan
berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direktur memberhentikan

dengan tidak hormat.

Pasal 56
Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
Meninggal dunia;
Permintaan senditi;

Tidak dapat melaksanakan tugas;
Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat ketcrangan dokter;

Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
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Reorganisasi.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang
besarnya ditetapka dengan Keputusan Direktur.

Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

a.
b.

Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;

Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang
telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/atau

Merugikan keuangan FUAM.
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Bagian Kelima
Cuti

Pasal 58

(1) Direktur dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:

a. Cuti tahunan;
Cuti besar;
Cuti sakit; -
Cuti karenz alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haiji;
Cuti nikah; -
Cuti bersalin; dan
Cuti di luar tan'ggungan PDAM.
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(2) Direktur dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar
tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimané dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Pasal 59

Setiap tindakan dari Direktur, Dewan Pengawas dan/atau pegawai yang
merugikan PDAM, diselesaixan melalui tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi dergan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Dana Pensiun

Pasal 60

(1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun
yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana

Pensiun Lemba ja Keuangan.

(2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat
bagi Direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
(3) Atas pertimbangan efektiiitas dan efisiensi, penyelenggara program

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan- dari dana
pensiun pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM,



BAB Vi
HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 61

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyzai hak
sebaqai berikut :

a.

Menagih dan menerima hasil penjualan air dan/ atau non air dari pihak
lain atau pelanggan;

Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan
pembayaran tagihan; :

Menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan
memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;

Menjatuhkan sankéi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanagan dan atau pihak lain sesuai
ketentuan; .

Melakukan pemeriksaan atas rangkaiar pipa persil apabila diperlukan;

Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang
telah didapat.

Pasal 62

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban
sebagai berikut :

a.
b.

o Qa -

Mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;

Apabiia dalam jangka waktu 1 x 24 ( satu kali dua puluh empat ) jam
PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari
pelanggan, maka PDAM wajib menyediakar kebutuhan air melalui cara

lain;
Memberikan pelayanan air minum kepada para pelanggan dengan
memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas; '

Melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap
4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air
mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan

penggantian meter air;

Memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan
hambatan pelayanar;

Melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
Melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
Meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;

wviertyediakai pusat inturiiias) uan Nol@K Pengaduail.



BAB VIi
PELAYANAN PDAM

Bagian Kesatu
Pelayanan Umum

Pasal 63
PDAM wajib memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan
kemampuan yang meliputi :
a. Menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu:
b. Menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU), khususnya bagi
masyarakat kota Tembilahan yang belum mendapat pelayanan

sambungan air minum secara langsung dengan sistem perapian dan bagi
masyarakat yan¢ kurang mampu;

c. Menyediakan Ioket pembayaran rekening air yang memberikan
kemudahan bagi pelanggan.

Bagian Kedua
Pelayanan Pemasangan Baru

Pasal 64

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan
yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

(1) Setiap Permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis
kepada PDAM.

(2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud ayat (1)
menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap,
diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan vang
ditentukan PDAM.

(3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.

(4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan
dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh} hari.kerja setelah permohonan
pemasangan baru diterima dan setelah biaya pemasangan dilunasi.

(6) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditoiak, PDAM
memberikan al¢san yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat

belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya -

disertai pengemoalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.



Pasal 66

Untuk pemasangan baru khusus komplek real estate atau perumahan yang
belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan
sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan
rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 67

(1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan
pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang
besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang
terpasang.

(2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud ayat
(1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita
acara pemeriksaan dan pengawasan daiam hal terjadi kebocoran.

(3) Jaminan yang dberikan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya
pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 63

Pipa dinas, meter air dan instruméennya yang dipergunakan dalam
penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Bagian Ketiga
Pemutusan Sambungan
Pasal 69

(1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan
karena hal-hal sebagai berikut :

a. Menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut:
b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM:
c. Karena permintaan pelanggan.

(2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Pemutusan sementara.
b. Pemutusan tetap.

Pasal 70

(1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)
huruf a, adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan
berupa pencabutan meteran air untuk sementara waktu.



(2)

(1)

(2)

Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada zyat (1) terdiri
atas : .

a. Pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya
tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh
pelanggan;

b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam)
bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan
membayar biaya bukaan kembali;

c. Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1
(satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda
administrasi, ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam
peraturan Bupati.

.Pasal 71
Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf
b adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
Pemutusan tetap dilakukan apabila :

a. Pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a.

b. Pelanggan tidak memperpanjanj masa pemutusan sementara dalam
jangka waktu sebagaimana Jimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
huruf b. :

c. Atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis
untuk berhenti menjadi pelarcgan PDAM dengan melunasi segala
sesuatu yang menjadi kewajibzn pelanggan.

Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi
tunggakan dan denda ditambah biaya Pemasangan Baru (PB).

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 72
Tahun buku PDAM adzlah tahun takwim.

Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan
dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran

Investasi.
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir,

Direktur mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya
kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan

nenhaesahan.



(4)

©)

(6)

(1)

Selama Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh
Bupati, maka perusahaan menggunakan Anggaran tahun yang lalu.

Dalam hal terjadi perubahan Anggaran dalam tahun buku ysag
bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebiti dahulu dari Dewan
Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

Evaluasi pelaksanaan Anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB IX
PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 73

Laba bersih hasil usaha PDAM yang telah dikurangi pajak penghasilan
PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :

a. Setor ke kas Daerah 55 % (lima puluh lima per seratus).
b. Cadangan umum 10 % (sepuluh per seratus).

.¢. Dana sosial dan pendidikan 15 % (lima belas per seratus).

c
d. Jasa produksi 10 % (sepuluh per seratus), dan
e. Sumbangan dana pensiun dan pesangon 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian laba PDAM yang disetor ke kas daerah, dilakukan setelah diaudit
oleh auditor independen.

Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Psnggunaan Dana sosial dan pendidikan, jasa produksi serta
sumbangan dana pensiun dan pesar.gon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, huruf d dan huruf e, diatur oleh Direktur dengan

persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 74

Masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh PDAM, berhiak mengajukan
gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 75

(1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak

mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan

kegiatan sehingga menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana

penyediaan air minum.



(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lerbatas pada gugatan
untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan kebeflanjutan
fungsi SPAM dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran
nyata.

Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum
yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya air;

b. Mencantumkan tujuan pendiriran organisasi dalam anggaran
dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan
fungsi SPAM; dan

c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarya.

BAB XI
KERJASAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 76

PDAM dapat mengadakan keijasama dengan Pihak Ketiga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan setelah rnendapat persetujuan Bupati.

Fengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak
ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 77

PDAM dapat melakukan pinjaman dengan penyedia dana dari dalam
negeri dan atau dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan
kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana
pernbayaran pinjaman.

Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka
PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM guna membayar
angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu
pengembalian setiap tahunnya.

Pasal 78

Proses pengadaan barang/jasa oleh PDAM diatur oleh Direktur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



BAB Xl
PERLUASAN USAHA

Pasal 79

PDAM dapat melakukan penjualan air ke daerah lain dan atau pihak lain,
dengan tarif khusus yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan
Pengawas.

BAB Xl
KONSTRIBUSI

Pasal 80

(1) PDAM wajib memberi konstribusi kepada Desa dan atau Kelurahan
Pemilik Lokasi Sumber Air sebesar § % (lima per seratus) dari tarif dasar
per meter kubik (M%) penjualan air, dalam rangka turut melestarikan
lingkungan sumber air sesuai kemampuan.

(2) Tata cara pemberian konstribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB XIV
PENGATURAN TARIF
Bagian Kesatu
Dasar Kebijakan Penetapan Tarif
Pasal 81
Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
Keterjangkauan dan keadilan.
Mutu pelayanan.
Pemulihan biaya.:
Efisiensi pemakaian air.
Transparansi dan akuntabilitas; dan
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Perlindungan air baku.

Pasal 82

(1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh
daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan
Upah Minimum Daerah.



(2)

(3)

Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar
kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari
pendapatan masyarakat peianggan.

Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif
diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 83

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat
mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

(1)
(2)

3)

(1)

.Pasal 84
Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.

Remulihan biay:: secara benuh (full cost recovery) dicapai dari hasil
perhitungan tarif ratarata minimal sama dengan biaya dasar.

Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan
harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.

Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap
aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 85

Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif
progresif.

Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan

melalui Penetapan blok konsumsi.

Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi
standar kebutuhan pokok air minum.

Bagian Kedua
Proses Perhitungan dan Penetapan Tarif
Pasal 86

Proses perhitungan dan penetapali tarif harus dilakukan secara
transparan dan akuntabel.

Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana -

dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :

a. Menyampaikan secara jelas ir.formasi yang berkaitan dengan
perhitungan dan penetapan tarif; dan



3)

(4)

b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan
dengan perhitungan dan penetapan tarif, .

Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaim..na
dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang
mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku
kepentingan.

Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan
pelestarian fungsi sumber air daiam jangka panjang.

Bagian Ketiga
Penetapan Tarif

Pasal 87

Penetapan tarif, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2)

(3)

(1)

(3)

Bagian Keempat
Blok Konsumsi Dan Kelompok Pelanggang

Pasal 88
Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
a. Blok [; dan
b. Blok II.

Blok | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok
konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.

Blok || sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok
konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 83
Pelanggan PDAM dikiasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
a. Kelompok [;
b. Kelompok Il;
c. Kelompok Ill; dan
d. Kelompok Khusus.

Kelompok | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung
jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi
standar kebutuhan pokok air minum.

Kelompok |l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung
jenis-jienis pelanggan yang meribayar tarif dasar untuk memenuhi

—
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(4)

®)

Kelompok lll sebagaimana dimaksi d pada ayat (1) huruf ¢, menampung
jenis-jenis pelanggan yang merm bayar tarif penuh untuk memenuhi
standar kebutuhan pokok air minum.

Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Khusus
menampung jenisjenis pelanggaa yang membayar tarif air minum
berdasarkan kesepakatan.

Pasai 90

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-
masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)
berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-
masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

(1)

(2)

()

(4)

(1)

.Bagian Keempat
Perhitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar

Pasal 91

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air
minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air
terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu
tahun.

Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
menjumlahkan seluruh biaya pengeiolaan PDAM yang meliputi : biaya
sumber air, biaya pengolahan air, -biaya transmisi dan distribusi, biaya
kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam
periode satu tahun.

Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang
dihasilkkan oleh system produksi yang siap didistribusikan kepada
konsumen dalam periode satu tahun.

Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase
yang ditetapkan oleh Menteri yang menyeienggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air
terproduksi. ‘

Pasal 92

Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya
dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume
air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada

tahun proyeksi.



(2) Proyeksi biaya .saha air minum dihitung berdasarkan data historis
dengan memperiatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi,
kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana
investasi beserta rencana sumber pendanaannya. '

3)

(4)

()

Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis,
dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan
pengembangan usaha baru.

Proyeksi volume kehilangan air stundar dihitung berdasarkan standar
prosentase yang ditetapkan olek Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi
volume air terproduksi.

Pasal 93

Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam
penetapan tarif harus ' dilakukan secara wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan  ( accountable dan auditable ) serta
mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.

Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan
data sebagai berikut: :

a.

"8 o s
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komponen-komponen biaya sumber air;
komponen-komponen biaya pengolahan air:
komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi:
komponen-komponen biaya kemitraan;
komponen-komponen biaya umum dan administrasi:
komponen-koinponen biaya keuangan:;
komponen-komponen aktiva produktif:

tingkat inflasi;

volume air terproduksi:

volume kehilangan air standar;

volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;

. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan

khusus;

blok konsumsi;

kelompok pelanggan;

jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan:
tingkat konsumsi:

tarif yang berlaku:



(1)

(2)

(3)

(4)

komponen-komponen pendapatan penjualan air;
komponen-komponen pendapatan non air;
komponen-kcf-mponen pendapatan kemitraan;
tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif:
rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan

upah minimum provinsi.

< X £ < ~

Bagian Kelima
Pendapatan Jan Tarif

) Pasal 94
Pendapatan PDAM terdiri dari :
a. pendapatan penjualan air;
b. pendapatan non air; dan
c. pendapatan kemitraan.
Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :
a. harga air;
b. jasa administrasi termasuk abundemen: dan
c. pendapatan penjualan air lainnya.
Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :
. pendapatan sambungan baru:
pendapatan sewa instalasi:
pendapatan pemeriksaan air lab;
. pendapatan penyambungan kembali;
pendapatan denda;
pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
pendapatan penggantian meter rusak;

T@ 0 a0 oo

pendapatan penggantian pipa persil: dan

pendapatan non air lainnya.

Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melfiputi :

a. pendapatan royalti:

b. pembagian pendapatan dari kemitraan:

¢. pembagian produksi dari kemitraan: dan

vagi hasii keijasama.

o

P



(1)
(2)

(3)

(4)

)

(3)

(4)

(5)

Pasal 95
Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan,

Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
biaya pengadaan dan pemasangan meter.

PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan
pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi
rekening.

PDAM waijib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik,
dengan melakukan Peneraan dan pemeliharaan yang memadai.

PDAM dapat mengenakan bebar tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 96

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
a. tarif rendah: .

b. tarif dasar;

c. tarif penuh; dan

d. tarif kesepakatan.

Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3, nilainya lebih
rendah dibanding biaya dasar.

Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama
atau ekuivalen dengan biaya dasar.

Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, nilainya lebih
tinggi disbanding biaya dasar.

Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d, niiainya
berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 97

PDAM menetapkarn struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi.
kelompok pelanggan, dan jenis tarif

)

Pasal 98
Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. menghitung biaya dasar:
b. menghitung tarif dasar;



(3)

(3)

(1)

C. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
d. menghitung tarif penuh; dan

Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud- pada ayat (1) dilakukan
dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.

Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan
dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan subsidi.

Bagian Keenam
Mikanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 99

Mekanisme penetapan ' tarif didasarkan asas proporsionalitas
kepentingan:

a. masyarakat pelanggan:
b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
C. pemerintah daerah selaku pemlik PDAM.

Pertimbangan kepentingan  masyarakat pelanggan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin  kepentingan
konsumen.

Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha
dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (fuli
cost recovery), mewujudkan visi,-mengemban misi dan meiicapai tujuan
dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana
jangka panjang (corporate pian) PDAM yang bersangkutan.

Pertimbangan kepentingan perilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, peiniik moda!
atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas
pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas
dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang
bersangkutan.

Pasal 100

Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usuian direktur setelah disetujui
oleh Dewan Pengawas.

Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
Direktur PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan
biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi daia
pendukung sebagai berikut:



(4)

(5)

. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif: ’

. Hasil perhitungan proyeksi biaya dars ar:

Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berfaku;

Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;

. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok
pelanggan yang kurang mampu: dan

® o0 0o o g

f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-
kelompok pelanggan.

Konsep usulan Penetapan tarif terlebih dahuly dikonsultasikan dengan
wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk

mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.

Konsep us ulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik
dari pelar.ggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui badan pengawas.

Hasil pembahaéan usulan renetapan tarif dan pendapat badan
pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara
tertulis kepada Direktur PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan
diterima. -

Berdasarkan penetapan tarif cieh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Direktur menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap
peianggan.

Direktur melakukan sosialisasi  keputusan besarnya tarif kepada
masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh)
hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektis

Pasal 101

Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan
memperhitungkan:

a. Nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang
diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang; '

b. Beban bunga pinjaman: dan/atau
C. Parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh

Direktur kepada Bupati daerah melalui badan pengawas untuk
ditetapkan.



(1)

(2)

(3)

(1)

)

Pasal 102

Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar
biasa yang mengakibatkan diperiukannya perubahan rencana kerja
perusahaan (corporate plan).

Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun
sekali direktur dapat melakukan peninjavan tarif.

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh
direktur kepada Bupati melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 103

Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan direktur
dan telah disetujui badan pengawas berdasarkan perhitungan yang
transparan dan akuntapel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah
biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup
kekuranganiya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada
umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Anggaran Pendipatan dan Belanja Daerah (APBD)
Direktur wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (corporate
plan) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para
pemangku kepentingan (stakeholders).

Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (corporate
plan) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri

Dalam Negeri.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 104
Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh
a. Pengawasan intemnal; dan
b. Pengawasan eksternal.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal disampaikan
kepada Bupati. '

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.



(2)

‘ Pasal 105 .
Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Bupati.

Biaya yany berkaitan dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas
dengan memperhatikan keuangan PDAM dan tidak merupakan
komponen biaya tenaga kerja.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 106
Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Setelah pembubaran, .maka semua kekayaan PDAM rnenjadi milik
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Coerah ini, maka segaia ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Caerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Direktur, Dewan Pengawas dan pegawai PDAM yang masih ada
sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan
tugasnya, sampai berakhirnya masa jabatan atau masa pensiun.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah, dilaksanakan pazling lambat 6
(enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. '

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanazanya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Iy



Pasal 109
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 33 uu 2010

S ¢ BERATI INDRAGIRI HILIR,

A MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembil_ahan
Pada tanggal 23 2uu 2010

SEKRETARIS DAERAH

A\ |
\\’L\F nkerphina Utama Madya
—=NIP¥19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI! KILIR TAHUN 2010
NOMOR (o



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN JDAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

UMUM

Untuk menjamin daya guna dan hasil guna sebesar-besamya
pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih layak
konsumsi dan sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20C7 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata
cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum,
dipandang perlu menata kembali Perusahaar Daerah Air Minum
Kabupaten Indragiri Hilir, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir perlu disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
sebagaimana tersebut diatas, untuk menghilangkan berbagzai perbedaan
penafsiran yang timbul.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu disusun
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang baru tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Incragiri Hiiir dengan tidak
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten |ndragiri Hilir Nomor 31 Tahun
2008, sepanjang Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasa! 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas



Pasal 5 ¢
Usaha yang dilakukan oleh PDAM adalah pengelolaan air baku

menjadi air layak konsumsi yang sesuai dengan standar kesehatan
dan mendistribusikannya kepada pemakai/pelanggan PDAM yang
memenuhi syarat.

Pasal 6
Huruf a angka 1
Penyediaan air layak konsumsi dapat dilakukan melalui sistem
jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
Sistem penyediaan air iayak konsumsi tersebut meliputi unit
air baku, unit produksi, unit distribusi, unit transmisi, unit
pelayanan dan unit pengelolaan. Sistem penyediaan air
minum bukan jarigan perpipaan diantaranya terminal air, mobil
tangki air dan bentuk lain yang memungkinkan.

Huruf a angka 2

- Dimaksudkan bahwa setiap tahun PDAM diharapkan selalu
dapat meningkatkan pendapatan karena sangat terkait dengan
faktor-faktor komponen pembiayaan operasional PDAM yang
meliputi biaya bahan kimia, biaya bahan bakar, biaya PLN,
biaya perpipaan, biaya mekanikal dan eektrikal, biaya tenaga
kerja dan biaya lainnya, sehingga PDAM diharapkan setiap
tahun setoran pendapatan asli daerahnya terus meningkat
setelah laba bersih dikurangi pajak.

Huruf a angka 3
Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 7
ayat (1)
Menialin hubungan yang baik dengan pelanggan dimaksudkan
untuk memberikan penjelasan, pelayanan, dan kenyamanan

kepada pelanggan.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
CuRkup jelas



Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Jasa produksi adalah bagian laba usaha yang diberikan kepada

Direktur, Dewan Pengawas, dan pegawai PDAM setelah diaudit oleh
pengawas independen.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasai 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24 |
Cukup jelan

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

¥ ake v 3
Sukup edes



Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah setiap
kegiatan yang memberikan keuntungan baik moril maupun
materil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok
yang berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukug jelas

Pasal 33 )
Yang dimaksud dengan dana refresentatif adalah dana untuk
mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direktur yang
oerkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM sehingga
penggunaan harus diatur cleh Direktur secara efektif dan efisien.

Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3) _
Pengangkatan pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan
dan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35
ayat (1)
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ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya
pengasilan Direktur, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya
tenaga -kerja lainnya sebanding dengan pendapatan PDAM
dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin sehingga
PDAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasai 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas



Pasal 47 \
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 60
Dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan
PDAM adalah DAPENMA PAMSI yaitu Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas



Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68 -
Cukup jelas -

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 72
ayat (1)
Laba bersih PDAM adalah laba yang didapat dari pendapatan
dikurangi dengan biaya operasional selama 1 (satu) tahun
dikurangi pajak penghasilan yang tergambar dalam neraca
perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independent.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup je'as



Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal &0
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas
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Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95 ‘
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jeles

Pasal 106
Cukup jelas



Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas
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